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Nomor SOP : BTKLPP-MKS/SOP/TU/002
Tgl. Pembuatan : 01 Februari 2018
Tgl. Revisi : 11 Januari 2021
Tgl. Efektif : 11 Januari 2021

Disahkan oleh

, ST. M.Kes

NIP 197001 121994031 004

NAMA SOP : Penetapan Target Indikator Kinerja

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana:

1. Undang-Undang Rl Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

2. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Rencana Pembangunan
Nasional

Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang kebebasan Informasi Publik
Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP

Peraturan Presiden Rl Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019
Permenkes Rl Nomor 2349/MENKES/PER/XI/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja
UPT di Bidang Teknis Kesehatan Lingkungan dan PengendalianPenyakit

Permenpan Rl Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi
Pemerintah

9. RAP ditjen P2P Kementerian Kesehatan Rl Tahun 2015-2019

10. RAK BTKLPP Kelas | Makassar

No o ko

®

1. Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan laporan
kinerja

Memahami strategi dan kebijakan kesehatan dan program P2P
Memahami perencanaan program/kegiatan BTKLPP Kelas | Makassar
Dapat mengolah dan menganalisis data

Menguasi komputer

arobd

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan :

1. SOP Penyusunan RAK

2. SOP Penyusunan PK

3. SOP Penyelenggaraan Rapat
4. SOP Penatalaksanaan Arsip

1. Peraturan dan pedoman yang terkait laporan kinerja
2. Komputer yang dilengkapi program kerja

3. Alattulis

4. RAK,RKA-KL BTKLPP Kelas | Makassar

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :




PROSEDUR PENETAPEN TARGET INDIKATOR KINERJA

Pelakzana | Mutu Baku
1
No. Axfivitas st - |
Kepala Kantor - '::'“I:;u- Koordinator SE,|PerencanaiPetu Kelengkapan Waktu Dnrtput Ksterangan
o ADKL dan PTL | gas Perancana I
Mengarankan Ka. Sub Bagian ADUM untuk [
i i
B v s ——— . Catatan pengarahan 15 mat Disposis)
Mamberikan arahan untuk membuat analisa ’_'_J' '
2 |penetapan tarmget Indikator kinerfa untuk masing- Aranan Lisan 15mat | Masukan dan arahan
masing seksl y
e v i 1 ~ Dran anallsa penedpan |
5 |Merumuskan gan menyusun orst anaiia Mengumpal baan benga date- | o Ewlwmm i
penatapan farget Indikator kinerja data tahun ssbeumnya ' mas..h g—mm‘-nj : eial '
. ¥ | Draf anallsa penetapan famet Dran anatisa pengtapan
4 :Eﬂﬂg;‘f”" S PG e Indiator Knea dani masing- | 3Imnt | target indikator Kinerja telan
; Fir-rd masing sekel terkompliae!
Draft anafisa penztapan
[Vemertisa 073 anatsa penetapan target nlkaior draft analea penetapan et | .| fargel dkaior khena
ke € irlkator kinaria tian terkompas Kampias! yang teiah
diperikea
Vo
; dratt analsa penetapan target Draft analisa penetagan
M Eﬁ:{am e e b indlkator kinariz komliasivang | 10mat | tanget ngator kineia telan
telan diperikea dl parat
- |Memernss an menandatangan drat anzies draft analea penetzpan et | ”::;Eﬂfﬂﬁ;;f
" |penstapan target indikator Kinerja Ingikator kinerja telan df parar tandat Ill-iepa'.a Kantorl
|
Analléa penetagan target
g HEHJ'I'H dan mEFgﬂ'EIF‘tEH anallsa PEHEWHH mumruﬂﬁla salah 10 mat '.Imp

target Indkator kinera

| mtandatangani Kepaia Kantor
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BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
(BTKLPP) KELAS | MAKASSAR

SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM

Nomor SOP : BTKLPP-MKS/SOP/TU/003
Tgl. Pembuatan : 01 Februari 2018
Tgl. Revisi : 17 Februari 2021
Tgl. Efektif : 17 Februari 2021
Disahkan oleh

Mana

udirman, ST. M.Kes
NIP 197001121994031004

NAMA SOP : Penilaian SKP

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana:

1. Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

2. Undang-undang Rl Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apratur Sipil Negara

3. Peraturan pemerintah Rl Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja
Pegawai Negeri Sipil

4. Peraturan Pemerintah Rl Nomor 53 tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai
Negeri Sipil

5. Permenkes RI Nomor 2349/MENKES/PER/XI/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja
UPT di Bidang Teknis Kesehatan Lingkungan dan PengendalianPenyakit

6. Permenpan RI Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi
Pemerintah

7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Kesehatan RI

1.  Memahami peraturan perundang-undangan mengenai kepegawaian
2. Mampu menggunakan komputer
3. Rajin, Cekatan, Teliti

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan :

1. SOP Usulan SKP
2. SOP Penatalaksanaan Surat Keluar
3. SOP Penatalaksanaan Arsip

Peraturan dan pedoman yang terkait laporan kinerja
Komputer yang dilengkapi program kerja

Alat tulis

RAK,RKA-KL BTKLPP Kelas | Makassar

Pobd

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

1. Bila SOP ini tidak disusun, maka Penilaian SKP tidak dapat dilaksanakan dengan baik
berdasarkan peraturan
2. Akan menghambat pegawai yang naik pangkat

Semua dokumen harus didokumentasi dengan baik (dalam bentuk hardcopy
dan softcopy)




PROSEDUR PEMNILAIAN SKP

Pelaksana Mutu Baku
No. Aktivitas
Ka. Sub Bagian | Analisipengelol | Pegawai yang Atasan Atasan Penilai
ADLIM a kepegawaian dinilai Langsung | (Kepala Kantor) Kelengkapan Walktu Output ngan
Menugaskan analisipengelola kepegawaan
untuk mengumpulkan semua data SKP B Eahaz:ar;,::ri'. o 15mnt | Catatan Penugasan
pegawai i
—————
Mengumpulkan data SKP Pegawai dan "I" Catatan penugasan,
2 |menyerahkan kepada atasan langsung bahan arahan dan G00 it Ciata SHP
pegawal wantuk membenkan nilai disposisi
Memberikan nilai dalam dafiar SKP
pegawal, menginstrukskan analisipengsiola 5 - -
2 kepegawaian untuk mengentri data dan Dt il Dokt
mencetaknya Y
Mengeniry data SKP dan mencetaknya 1
4 |selanjutnya menyerahkan kepada atasan 4"' Diata SKP 300 mnt Diata SHP
langsung pegawai untuk ditandatangani
Mengoreksi, menandatangani SKP dan
g |k R gl 7y dnki Data SKP 20 mnt Dokumen SKP
untuk mendapatican =
persfujuanitandatangan ,_,,,—}\
I
Mengoreksi, menandatangani SKP dan .
& |memyerahkan kepada pejabat perlal Dokwmen SKP 15 mnt Diokumen SKF
atasan langsung /
Menandatangani SEP Pepgawal, dan AP
memerintahkan analisipengelola o R
T b (k. e g ALs / Dokumen SKP 10 mnt Diokumen SKP
menggandakan dan mendistnbusikan SKP Y
Member cap, menggandakan, 4 BT Menggandakan,
8  |mendistribusikan dan mengarsipkan néai Ciokumen SKP 20 mnt mendistribusikan,

SKP

mengarsipkan SKP
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BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
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SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM

Nomor SOP
Tgl. Pembuatan
Tgl. Revisi

Tgl. Efektif
Disahkan oleh

: BTKLPP-MKS/SOP/TU/004
: 01 Februari 2018
1 17 Februari 2021

: 17 Februari 2021

NAMA SOP : Usulan SKP

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana:

1.
2.
3.

4.

Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-undang Rl Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apratur Sipil Negara

Peraturan pemerintah Rl Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja
Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai
Negeri Sipil

Permenkes Rl Nomor 2349/MENKES/PER/XI/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja
UPT di Bidang Teknis Kesehatan Lingkungan dan PengendalianPenyakit

Permenpan RI Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi
Pemerintah

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Kesehatan RI

1.  Memahami peraturan perundang-undangan mengenai kepegawaian
2. Mampu menggunakan komputer
3. Rajin, Cekatan, Teliti

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan :

1.

SOP Penilaian SKP

1. Peraturan/pedoman/standar dalam penyusunan kebijakan

2. SOP Penatalaksanaan Surat Keluar 2. Alattulis

3. SOP Penatalaksanaan Arsip 3. Komputer dengan program software SKP
4. Drart usulan SKP dari atasan langsung pegawai yang bersangkutan
5. Jaringan Internet

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :




PROSEDUR USULAN SKP

Pelaksana Mutu Baku
Mo. Aktivitas :
. |Analis/pengelo : ;
Ka. Sub Bagian Pegawai yang Atasan Atasan Penilai
ADUM " dinilai Eangeung || (Reuststandory|  NEFeoghapan i Snlpot Heteahyem
kepegawaian
Menugaskan JFU uniuk membuatkan Bahan arzhan dan 3 3
i n di
konsep SKP Q disposis 15mnt | Bahan arahan dan disposisi
|
Membuat konsep SKP dan Menyerahkan ¥
4 Bahan arahan dan
2 |kepada afasan langsung pegawal uniuk 4 E 300 mnt Fonsep SHP
diperksa PSS
Memerntahkan analis/pengeiola ’
4 |kepegawaian untuk mengsntri konsep SKP Konsep skp 30 mant Konsep SKP
dan mencetaknya
|
W
4 |Melakukan Pengecskan Konsep skp 300 mnt Konsep SKP
Mzngoreksi, menandatangani SKP dan
menysrahkan kepada pegawal yang Tickik =
L] bevsariphitan intil e E Konsep skp 20 mnt Dokumen SKP
persetujuantandatangan £
Mengoreksi, menandatangani 3EP dan &
i il et o nigeaing Dokumnen SHP 15 mnt Dokumen SKP
Menandatangani SKP pegawai, dan
; x :
g [Emeeobian U s Repe gameian Dokumen SKP 10 mnt Dokumen SKP
untuk memberi cap, menggandakan dan
mendistribusikan SKP N
Member cap, menggandakan > " Meoipcha,
& e g MR ol : Dokumen SHP 10 mnt mendstribusikan
mendistribusikan dan mengarsipkan SKP i
mengarsipkan SKP
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Nomor SOP : BTKLPP-MKS/SOP/TU/008
Tgl. Pembuatan : 01 Februari 2018
Tgl. Revisi : 17 Februari 2021
Tgl. Efektif : 17 Februari 2021
Disahkan oleh

...... I

NIP 197001121994031004

NAMA SOP : Update Laporan Absensi Pegawai

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana:

1. UU RI nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 8 tahun
1974 tentang pokok-pokok kepegawaian

2. UU RI nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur Sipil Negara

3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang pengangkatan,
pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil

4. Peraturan pemerintah RI Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

5. Peraturan Pemerintah Rl Nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri
Sipil

6. Permenkes RI Nomor 2349/MENKES/PER/XI1/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja
UPT di Bidang Teknis Kesehatan Lingkungan dan PengendalianPenyakit

7. Peraturan Menteri PAN Rl Nomor 35 Tahun 2012 tentang pedoman penyusunan SOP-
AP

8. Permenkes Rl Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian
Kesehatan RI

9. Keputusan Menteri Kesehatan Rl Nomor 14 Tahun 2017 Tentang tata Naskah Dinas di
Lingkungan Kementerian kesehatan RI

1. Memiliki pengetahuan tentang peraturan terkait kepegawaian

2. Mampu menggunakan komputer

3. Rajin, cekatan dan teliti

4. Selalu mengikuti perkembangan kebijakan pemerintah terkait kepegawaian
5. Memahami software SIMKA

Peralatan / Perlengkapan :

—_

SOP Tatalaksana Surat Keluar
2. SOP Pengagendaan Surat
3. SOP Penatalaksanaan Arsip

1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang terkait
kepegawaian

2. Buku agenda, alat tulis kantor dan filling cabinet/folder

3. Seperangkat komputer yang dilengkapi program aplikasi SIMKA

4. Alat dokumentasi

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila SOP update laporan absensi pegawai ini terlambat dilaporkan, maka akan
menghambat ketepatan waktu penyampaian laporan elektronik kehadiran pegawai, proses
pengusulan uang makan, dan proses pengusulan tukin PNS

Setiap surat keluar harus terdokumentasi dengan baik, download dan rekap
absensi pegawai BTKLPP Kelas | Makassar dilakukan setiap tanggal bulan
berikutnya dan pelaporan kehadiran elektronik pegawai melalui SIMKA
disampaikan setiap tanggal 10 bulan berikutnya.




PROSEDUR PENGUPDATETAN LAPORAN ABSENSI PEGAWAI

Pelaksana Mutu Baku
Mo, Aktivitas JFU
Ka. 5ub Bag .
Kepala Kantor ADUM AnalisiPetugas Kelengkapan Waktu Output Keterangan
Kepegawaian
i Memberikan arahan kepada Ka. Sub Bag ADUM untuk Piedldinan absehel gegawed 45 mnt Aradin

mengupdate absensi pegawal

-

Mensrima arahan dan mengmstruksikan kepada pengelola

Arahan, Instruksi daniatau

2 |kepegawaian untuk mengupdate data absensi pegawal setiap Pedoman absensi pegawai 15 mnt disposisi. mesin fnger print
awal bulan flashdisk dan daftar absen
Mendownload absensi pegawai dagi absensi fingerprint dan file
absensi elektronik dan/aau manual yang dikinm dan wilker 5 e : o B . .
rmelafui email kantor dan mencocokkan hasil absensi pegawai di 3 Alahar.l. ) iy i Epls, i !:mt abﬁeni.l PEgEN o
3 ! mesin finger print, lashdisk dan 20mnt | mesinfinger print dan daftar
fingerprint dengan keterangan berupa surat tugas dinas luar, daftar absan et
tubel, sakit, ipn, cut dll sesuai form absens: pegawal secara
manual dan form absensi secara elekironik di aplikasi SIMEA
Menginput hasil absensi fingerprint ke form absen secara : : ; ;
manual dan di aplkasi SIMKA sebagai perhiungan tunjangan J" pe ””‘*""5&.”5' Pogmai ity 3 Daﬁar_rek,a_:p a!:rSEI'IS-I Perise
4 S : i y mesin finger print, daftar absensi 1 hari darn aplikasi SIMKA dan
kinena dan memprint out untuk diperiksa dan dielti Ka. Sub Bag -+ A
Tk

ADUM m dari wilker rekapa daftar manual
ERTT

Mensliti dan memariksakan hasil print out absensi pegawai Diaftar rekap absensi pegawai dari Daftar rekap abzensi pegawai

5 |ebekironik dan SIMKA dan finger print, dan memberkan paraf = {}{ aplikasi SIMKA dan rekap daftar 1 hari dar aplikasi SIMEA dan
persehisuan .3':;, manual rekapan daftar manual
Menyetujul dan menandatangani update absensi pegawa 4 ) Diaftar rekap abzensi pegawai

& (sebagai presentase kehadiran dan data untuk pembuatan tukin h‘“‘“—{ o D;_T:; Ek:pm?hﬁs:n;;g?a?:r: “:'_F:‘Sg 1 hari | yang telah ditandatangani oleh
bagi PNS e -Sub B Kepala Kantor |
Mensrima hasil update daftar hadir dan dafiar wkin pegawai f : ;

;  |yang sudah dsetujw dan ditandatangani Kepala Kantor sebaga Y Diaftar ekap absensi pegawal yang 1 Fari Dih:eﬁmgﬁg p:r?a:eall'.
berkas fukin pegawai untuk dmintakan pembayaran kepada telah ditandatangan Kepala Kantor yang Kepala E :
PPK dan PPSFM —
Menginmkan absensi form manual dan daftar wkin pegawai Absen pegawal secara

8 |kepada bagizn kepepawaian P2P sebagai laposan dan Pedoman absensi pegawai 1 hari manual, elektronik, dan

mengarsipkannya dengan baik.

|aporan absensi pegawai
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BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
(BTKLPP) KELAS | MAKASSAR

SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM

Nomor SOP : BTKLPP-MKS/SOP/TU/010
Tgl. Pembuatan : 01 Februari 2018
Tgl. Revisi : 17 Februari 2021
Tgl. Efektif : 17 Februari 2021

Disahkan oleh

NAMA SOP : ljin Meninggalkan Kantor Pada Saat Jam Kerja

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana:

1.

UU RI nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas UU nomor 8 tahun 1974 tentang
pokok-pokok kepegawaian

1.  Memiliki kemampuan/kompetensi dalam menggunakan komputer
2. Telah mengikuti pelatihan-pelatihan di bidang kepegawaian

2. UU RI nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan 3. Memahami tugas pokok dan fungsi BTKLPP Kelas | Makassar
3. UU RI Nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara
4. Peraturan Pemerintah Rl Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil
5. Peraturan pemerintah Rl nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil
6. Permenkes RI Nomor 2349/MENKES/PER/X1/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja
UPT di Bidang Teknis Kesehatan Lingkungan dan PengendalianPenyakit
7. Peraturan Menteri PAN RI nomor 35 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan SOP-
AP
8. Permenkes Rl nomor 64 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian
Kesehatan RI
Peralatan / Perlengkapan :
1. SOP Penatalaksanaan surat keluar 1. Peraturan/pedoman/standar terkait dengan kepegawaian
2. SOP Penatalaksanaan arsip 2. Alat tulis kantor, buku agenda
3. Form izin meninggalkankantor pada saat jam dinas
4. Seperangkat komputer yang dilengkapi program kerja
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka akan dilakukan akumulasi selama sebulan sampai
dengan 7,5 (tujuh koma lima) jam akan diberlakukan sanksi berupa teguran lisan maupun
administratif serta akan dipotong cuti tahunan yang bersangkutan

Seluruh pegawai wajib mengisi form izin meninggalkan kantor pada saat jam
kerja dan telah mendapat izin atasannya, mencantumkan jam izin keluar dari
kantor dan jam kembali masuk ke kantor




PROSEDUR LJIN MENINGGALKAN KANTOR PADA SAAT JAM KERJA

Pelaksana Mutu Baku
No. Aktivitas Sub Seluruh
Kepala Kant Ka. Sub Koordinator Pegawai | Satpam/Petugas Outout
Bagian ADUM| SE. ADKL dan | BTHLPP Kelas|  Keamanan Aoy Y
PTL | Makassar
Mengajukan jin dengan mengssi formulir dengan =
mencankumkan jam keluar dan jam datang ATK, lembar formudi LR Fa ¢
1 . 15 mnt telah teris: dan
kembali, diandatangan: yang bersanghutan dan ijin dita 1.
deketahui atasan langsung g
\ Lembar formulir jin Lembar Formulir §in
2 menyerahkan formulir §in ke atasan langsung ).l telah terisi dan 15 mnt telah terisi dan
v . o ditandatangani ditandatangani
Menyetuju dan menandatangani formulr jin B s Lembar formule jn '-“-‘“‘EE':;W‘ L': yang|
3 |pegawai yang menadi stafnya masing-masing <> <_,..-" < telah tersi dan 30 mnt drtandmm' u::h
sub Bagian dan‘atau seksi | . Banig LR ditandatangani I :
memerksa dan mencatat jam yang dicantumkan Lembar formulir fjin ;
o [paeaformaii iin hetuar yang diberikan sebelum ) yang telah dsetuju | oo ;m;;' e ;"m
pegawai yang bersangkutan mennggalkan lokasi dan ditandatangani "
kera oleh atasan langsung o
Lembar ormule fin g
2 ; ) yang telah disetujui | disesuadk :
£ |Pelaksanaan jin sesual persetujuan Sl . 3 dengan jam yang
g tercantum pada ormulic
oleh atasan langsung in

10




' KEMENTERIAN
. KESEHATAN
REPUBLIK
‘ INDONESIA

KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
(BTKLPP) KELAS | MAKASSAR

SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM

Nomor SOP : BTKLPP-MKS/SOP/TU/016

Tgl. Pembuatan : 01 Februari 2018
1 11 Januari 2021
: 11 Januari 2021

Tgl. Revisi
Tgl. Efektif
Disahkan oleh

Wathd¥-Stdirman, ST. M.Kes
NIP 197001121994031004

NAMA SOP : Pengusulan Kartu NPWP

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana:

1.

UU RI nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas UU nomor 8 tahun 1974 tentang
pokok-pokok kepegawaian

1.  Memiliki kemampuan/kompetensi dalam menggunakan komputer
2. Memiliki pengetahuan tentang peraturan kepegawaian

3. Telah mengikuti pelatihan-pelatihan yang terkait dengan tugasnya
4.

2. UU pajak nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan
3. UU RI nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan Selalu mengikuti perkembangan terbaru yang terjadi dalam hal ilmu
4. Peraturan Menteri PAN RI nomor 35 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan SOP- pengetahuan maupun kejadian lainnya
AP
5. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 64 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja
Kemenkes RI
6. Kepmenkes Rl Nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman tata naskah dilingkungan
Kemenkes RI
Peralatan / Perlengkapan :
1. SOP Penatalaksanaan surat keluar 1. Komputer yang dilengkapi dengan program kerja
2. SOP penatalaksanaan arsip 2. ATK
3. Dokumen kepegawaian yang bersangkutan
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Apabila tidak membuat surat usul kartu NPWP maka pegawai yang bersangkutan tidak
akan mendapatkan/memiliki kartu NPWP

Semua dokumentasi tentang kepegawaian terdokumentasi dengan baik dalam
map masing-masing pegawai
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ROSEDUR PENGUSULAN KARTU NPWP

No.

Aktivitas

Pelaku

Mutu Baku

Ka. Sub Bag.
ADUM

Analis/pengel
ola

kepegawaian

Pengadminst
rasi umum

Kepala
Kantor

Kelengkapan

Waktu

Qutput

Keterangan

Menginstruksikan analis/pengelola kepegawaian
untuk mengusulkan pegawai yang belum memiliki
kartu NPWP

Instruksi

5 mnt

konsep NPWP

S0P usulan
kartu NPWP

Menginput data pegawai untuk diusulan kartu
NPWP, menyiapkan persyaratan, membuat konsep
verbal surat usul dan mengusulkan ke Ka. Sub
Bagian TU, untuk dimintakan paraf

IJ
=

i

konsep surat usulan kartu NPWP

60 mnt

usulan kartu NPWP

S0P tata
laksana surat
keluar

Menerima konsep verbal surat usulan kartu NPWP,
membubuhkan paraf dan menyerahkan kembali
kepada analis/pengelola kepegawaian untuk
diproses menjadi usulan net

usulan kartu NPWP

10 mnt

surat usulan yang telah diparaf

Membuat net surat usul kartu NPWP mengajukan
kembali kepada Ka. Sub Bagian ADUM untuk diparaf
dan diteruskan kepada kepala kantor untuk ditanda
tangani

J
L]

surat usulan yang telah di paraf

30 mnt

net surat

Menerima dan menandatangani surat usul kartu
NPWP yang telah diparaf oleh Ka. Sub Bag. ADUM

/\
%

net surat

10 mnt

net surat

Menerima net surat usulan kartu NPWP yang telah
ditandatangani kepala kantor dan memerintahkan
pengadministrasi umum unfuk menyampaikan surat
usul ke kantor pajak wilayah setempat, dan juga
kepada para pegawai yang bersangkutan serta
mengarsipkannya secara elektronik dan dalam file
folder

net surat usulan yang telah ditanda

tangani

30 mint

surat usulan yang telah di tanda
tangani oleh kepala kantor

SOP tata
laksana arsip
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KEMENTERIAN KESEHATAN RI

DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
(BTKLPP) KELAS | MAKASSAR

SUB BAGIAN ADMINISTRAS UMUM

Nomor SOP : BTKLPP-MKS/SOP/TU/017

Tgl. Pembuatan : 01 Februari 2018
1 11 Januari 2021
: 11 Januari 2021

Tgl. Revisi
Tgl. Efektif

Sudirman, ST. M.Kes
NIP 197001121994031004

NAMA SOP : Pembinaan Admininstrasidan Kepegawaian

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana:

UU Nomor 1 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian

1. Memahami proses penyelesaian pembinaan administrasi dan kepegawaian

2.  UU nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara 2. Mampu menggunakan komputer
3. PP nomor 42 tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik pegawai negeri | 3. Rajin, cekatan dan teliti
sipil
4. PP nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil
5. Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1626 tahun 2011 tentang petunjuk pelaksanaan
penyusunan SOP-AP di lingkungan kementerian kesehatan
6. Peraturan menteri PAN nomor 35 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan SOP-AP
7. Permenkes nomor 64 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja kementerian
kesehatan Rl
Peralatan / Perlengkapan :
1. SOP pengagendaan surat 1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang terkait
2. SOP tata laksana arsip 2. Komputer dan alat tulis kantor
3. Seperangkat komputer yang dilengkapi program microsoft office
4. Alat dokumentasi
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Apabila SOP proses pembinaan administrasi dan kepegawaian terlambat, maka
penyusunan dokumen peraturan administrasi dan kepegawaian akan terhambat

Semua dokumen terdokumentasi dengan baik
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ROSEDUR PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN KEPEGAWAIAN

Pelaksana Mutu Baku
No. Aktivitas o
Analisilpenge :
Kepala | Ka. Sub Bag. Pengadminst
Kantie ADUM lola W e Kelengkapan Waktu Output Keterangan
kepegawaian
1 Menerima usulan pembinaan administrasi dan dokumen usulan pembinaan i€ mod Disposisi ke ka. Sub bagian

kepegawaian

administrasi kepegawaian

ADUM untuk diproses

9 Membenkan arahan surat usulan kepada analis

disposisi dari kepala kantor dan

disposisi ke analis/ipengelola

; : ’{—1 dokumen usulan pembinaan 15mnt | kepegawaian untuk diproses
s il ek L administrasi dan kepegawaian lebih lanjut
disposisi dan analis kepegawaian hasil validasi usulan pembinaan
Melakukan validasi dokumen usulan pembinaan — dan kelengkapan dokumen administrasi dan kepegawaian,
? administrasi dan kepegawaian I__l pembinaan administrasi dan Tt disposisi ke pengadministrasi
kepegawaian umum
susunan
pedoman/peraturan/SK kepala
- : kantor tentang pembinaan
Menyusun, menjiid dan mengarsipkan i : R .
4 |pedoman/aturan'SK kepala kantor tentang Hasil validasi usulan pembinaan 180 mnt administrasi dan kepegawaian,

pembinaan administrasi dan kepegawaian

administrasi dan kepegawaian

dokumen peraturan
kepegawaian yang telah dijiid
dan soft file pembinaan
administrasi dan kepegawaian
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KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
(BTKLPP) KELAS | MAKASSAR

SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM

Nomor SOP : BTKLPP-MKS/SOP/TU/019

Tgl. Pembuatan : 01 Februari 2018
: 11 Januari 2021
: 11 Januari 2021

Tgl. Revisi
Tgl. Efektif
Disahkan oleh

Man St . M.Kes
97001121994031004

NAMA SOP : Pengusulan DIKLAT PIM

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana:

1. UU RI Nomor 43 TAHUN 1999 tentang perubahan atas UU nomor 8 tahun 1974 tentang
pokok-pokok kepegawaian

UU RI nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan

UU RI nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara

Peraturan pemerintah Rl nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil
Peraturan menteri PAN nomor 35 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan SOP-AP
Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman tata naskah
di lingkungan Kementerian Kesehatan RI

o0k wh

1.  Memiliki kemampuan/kompetensi dalam menggunakan komputer

2. Memiliki pengetahuan tentang peraturan kepegawaian

3. Telah mengikuti pelatihan-pelatihan yang terkait dengan tugasnya

4. Selalu mengikuti perkembangan terbaru yang terjadi dalam hal ilmu
pengetahuan maupun kejadian lainnya

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan :

1. SOP Penatalaksanaan surat keluar
2. SOP Pengagendaan surat
3. SOP tatalaksana Arsip

1. Komputer yang dilengkapi dengan program kerja
2. ATK
3. Dokumen kepegawaian yang bersangkutan

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila tidak membuat surat usul diklat PIM maka pejabat yang bersangkutan tidak akan
mengikuti diklat PIM

Semua dokumentasi tentang kepegawaian terdokumentasi dengan baik dalam
map masing-masing pegawai
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ROSEDUR PENGUSULAN DIKLAT PIM

Pelaku Mutu Baku
Ho. Aktivitas .
Analisipengel i
Ka. Sub Bag. Pengadminis| HKepala
ADUM ola | b b Kelengkapan Waktu Cutput Keterangan
kepegawaian
Menginstrukskan analisipengsiola kepegawaian . :
1 |membuat wswlan Oiklat Pim [V dan atau (1 pejabat | | Instruks) & mnt ey st -:.?:u!an e
IV dan / atau Il
BTELPP E=las | Makassar
Menginput data sulan Dikiat PIM pejabat struktural di S0P
- |lingkungan ETELPP Kelas | Makassar. membuat r_Htl Konsep surat usulan Dklat PIM [V &0 mint usilan Diklat PIM IV dan [/ atau |penatalaksanal
= konsep verbal surat wsul dan mengajukan ke L dan [ atau I e ] an surat
kasubbag ADUM untuk dimintakan paraf P keduar
Menerima konsep verbal dan surat usulan Diklat PIM ! ia
I dan atau Il serta membubuhkan paraf dan ~— | Bew : \ . . ;
3 issrpeabla kel e pengeia {f usidan Diklat PIM IV dan fatau IV | 15 mnet | Surat usulan yang telah dparaf
kepegawaian untuk digjukan ke kepala kantor )
Et
et swrat wsul Diklat PIM IV dan atau Il yang t=lah
diparaf kasubag ADUM, dan meminta k4 ] ;
4 persetujuantandatangan kepadal kantor untuk l:j Surat usulan yang telah diparaf 30 mnt Met surat
ditandatangani M
Menerma dan menandatangan surat usul Diklat PIM ;.:.:. g :
£ |IV danfatau lll yang telsh diparaf oleh kasubag fﬂj} et surat 30 rrint et 5”?:::::1 yang et
ADLM T tandatangani
: Mt surat usulan yang telsh S0P
Proses penomoran surat usulan Diklat PIM IV ’ Met surat usulan yang telah di i
i dan.'ataﬁl: Pl - pashs Ean?arﬁ Smnt dtandatangani dan nomor Pengagendaa
apenda surat n surat
Menerima net surat usulzn Dikdat PIM yang telah S0P Usidan
ditandatangani kepala kantor dan memerntahkan Met surat usulan yang telah Surat usulan yang telah Drikiat PIM,
7 |pengadministrasi umum uniuk menyampaikan surat ﬁ diandatangani dan bemomaor 30 mnt ditandatangani oleh kepala S0P
usul Diklat PIM 1V daniatau Il ke Sesdifen P2P serta agenda surat kantor bernomor agenda surat | Tatalaksana
mengarsipkannya Arsip
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KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
(BTKLPP) KELAS | MAKASSAR

SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM

Nomor SOP : BTKLPP-MKS/SOP/TU/022

Tgl. Pembuatan : 01 Februari 2018
1 11 Januari 2021
: 11 Januari 2021

Tgl. Revisi
Tgl. Efektif
Disahkan oleh

M Ay ah-
NIP 197001121994031004

NAMA SOP : Pemberian Izin Kawin atau Cerai Pegawai

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana:

1.
2.

UU nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara

Peraturan pemerintah RI nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas peraturan
pemerintahan nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi
pegawai negeri sipil

PP nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil

Surat edaran kepala BAKN nomor 48/SE/90 tentang ijin perkawinan dan perceraian
PNS

Peraturan menteri PAN nomor 35 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan SOP-AP
Permenkes Rl Nomor 2349/MENKES/PER/XI/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja
UPT di Bidang Teknis Kesehatan Lingkungan dan PengendalianPenyakit

Permenkes nomor 64 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja kementerian
kesehatan Rl

1. Memahami proses pemberian izin kawin atau cerai
2. Mampu menggunakan komputer
3. Rajin, cekatan dan teliti

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan :

1.

SOP tatalaksana surat keluar

1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang

terkait

2. SOP pengagendaan surat kepegawaian

3. SOP tatalaksana arsip 2. Buku agenda, alat tulis kantor dan filling cabinet/folder
3. Seperangkat komputer yang dilengkapi program aplikasi SIMKA
4. Alat dokumentasi

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Apabila SOP proses pemberian izin kawin atau cerai terlambat, akan penerbitan surat
persetujuan akan terhambat

Agar semua surat keluar terdokumentasi dengan baik.
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PROSEDUR PEMBERIAN IZIN KAWIN ATAU CERAI PEGAWAI

Pelaksana Mutu Baku
No. Aktivitas
Kepala Kasub Bag | Analis/pengelola
kantar ADUM kapg e Kelengkapan Waktu Output Keterangan
; oo : §n Dokumen usulan permochonan izin
Menerima usulan permohenan izin kawin atau cerai dari =, 2 A S
: : ) H Dokumen usulan permohonan izin kawin atau cerai pegawai dan
1 |pegawai dan selanjutnya memberikan arahan terkait surat | ; ; " 15 mnt . e
3l 2 8 kawin atau ceral pegawai disposisi kepala kantor untuk
usulan izin kawin atau cerai tersebut kepada ka sub bag Adum
diproses
Memeriksa usulan permohonan izin kawin atau cerai pegawai, Di SN Disposisi dari kepala kantor dan
: ; k isposisi dari kepala kantor dan i
sesuai arahan dari kepala kantor, selanjutnya menugaskan dan o dokumen usulan permohonan izin

2 ; : : dokumen usulan permohonan izin 15 mnt ¢ . 2

memberi arahan kepada analis/ipengelola kepegawaian ot i i kawin atau cerai pegawai untuk
2 Y 5 awin atau cerai pegawai 7 > :
menyiapkan kelengkapan administrasinya diproses lebih lanjut
Mengetik dokumen permohiohan Izin kawin atal ceral, Disposisifarahan dari ka sub bag Dokumen pt.annohnnan IZI"I. kawin
i : ; ADUM dan kelengkapan dokumen atau cerai, surat persetujuan SOP tata laksana

3 |memeriksa hasil entrinya, dan membuat surat persetujuan [ I i 4 180 mnt " ;

i J . : L usulan permohonan izin kawin atau usulan permohonan izin kawin atau surat keluar
usulan permohonan izin kawin atau cerai pegawai : :
cerai cerai dan verbal surat

4 Memeriksa dan merqbgnkanlparaf pada I\rerbal sulrat pesetujuan T E‘_;ulrat pe!selujuan us_ulan permochonan 15 mnt paraf dari ka sub bag ADUM

usulan permohonan izin kawin atau cerai pegawai 7 < izin kawin atau cerai dan verbal surat
A
5 Memeriksa dE_II'.I mena_ndatangani.sural usulan persetujuan T S_u!ral pe;selu;uan us_ulan permohonan 15 mnt tandatangan dari kepata kantor
permohonan izin kawin atau cerai pegawai % izin kawin atau cerai dan verbal surat
L
; 2 ; SOP
Proses penomoran surat persetujuan usulan permohonan izin Surat persetujuan usulan permohonan ’

5] : ; ; i : f 5mnt |surat yang sudah diber nomor surat| pengagendaan
kawin atau cerai pegawai izin kawin atau cerai dan verbal surat St
Menglnm!san surall persgtuluan USU!EF brrmaherei &in kawin Surat persetujuan usulan permohonan tanda bukti pengiriman kepada unit

7 |atau cerai pegawai ke biro kepegawaian setjen kemenkes i ; ; : 30 mnt

- ; : izin kawin atau cerai pegawai utama
melalui kabag kepegawaian dan umum unit utama
Mengafmpkalj dan m_engklasaﬁka;lkan sur§1 perst?lu;uan i Surat persetujuan usulan permohonan i ) SOP tata laksana
8 |permohonan izin kawin atau cerai pegawai sesuai dengan : : ; ; 15 mnt daftar pemberkasan arsip aktif :
izin kawin atau cerai pegawai arsip
ketentuan yang berlaku
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DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
(BTKLPP) KELAS | MAKASSAR

SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM

Nomor SOP : BTKLPP-MKS/SOP/TU/023

Tgl. Pembuatan : 01 Februari 2018
: 11 Januari 2021
: 11 Januari 2021

Tgl. Revisi
Tgl. Efektif
Disahkan oleh

dirman, ST. M.Kes
NIP 197001121994031004

NAMA SOP : Pengangkatan CPNS Menjadi PNS

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana:

1.

2.
3.

UU RI nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas undang-undang nomor 8 tahun
1974 tentang pokok-pokok kepegawaian

UU RI nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara

Peraturan Pemerintah RI nomor 9 tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan,
pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil

Peraturan Menteri PAN RI nomor 35 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan SOP-
AP

Peraturan Menteri Kesehatan nomor 2348 tahun 2011 tentang perubahan atas
Permenkes nomor 356 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja kantor kesehatan
pelabuhan

Permenkes Rl nomor 64 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja kementerian
kesehatan RI

1. Memahami proses pengangkatan CPNS menjadi PNS
2. Mampu menggunakan komputer
3. Rajin cekatan dan teliti

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan :

1.

SOP tatalaksana surat keluar

1. Peraturan perundang-undangan vyang berlaku dan

yang

terkait

2. SOP pengagendaan surat kepegawaian

3. SOP tatalaksana arsip 2. Buku agenda, alat tulis kantor dan filling cabinet/folder
3. Seperangkat komputer yang dilengkapi program aplikasi SIMKA
4. Alat dokumentasi

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Apabila SOP proses pengangkatan CPNS menjadi PNS terhambat, maka penerbitan SK
PNS akan terhambat

Semua surat keluar terdokumentasi dengan baik.
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PROSEDUR PENGANGKATAN CPNS MENJADI PNS

Pelaksana Mutu Baku
No. Aktivitas
Kepala Kasub Bag |Analis/pengelo| Pengadminis
kantor ADUM |la kepgawaian| trasi Umum Kelsaghapen Mgk Ouipmt Katerpngen
Menerima usulan permohonan pengangkatan CPNS : e
1 menjadi PNS dan memberikan arahan/disposisi kepada - i‘;ra;;:::lzlz%"?nc;?::{'prqs 15 mnt DISpOS::::L i l;ais:JobsaegsADUM
kasubag ADUM o ’ P
Kasubag ADUM memberikan arahan/disposisi kepada Disposisi dari kepala kantor dan di isi k lis K .
2 |analis/pengelola kepegawaian untuk menindaklanjuti surat | ,l dokumen usulan pengangkatan 15 mnt |spo?|s: dg ana 'SI cla)!:;‘elga\{vatlan
usulan permohonan pengangkatan CPNS menjadi PNS pertama dalam jab. Fungsional R CPIERaS S
Mem.eng(sa surat usulan permohonan pengangkatan CPNS Disposisi dari Ka. Sub Bag. ADUM Data-(?ala calon peserta surat
menjadi PNS dan membuat form daftar peserta mengentri persetujuan usulan permohonan | SOP tatalaksana
3 . 1 dan surat usulan permohonan 180 mnt o
data calon peserta serta membuat surat persetujuan katan CPNS iadi PNS pengangkatan CPNS menjadi surat keluar
usulan permohonan pengangkatan CPNS menjadi PNS pengongsaten e PNS dan verbal surat
Memberikan paraf pada verbal surat persetujuan usulan />6 Surat keputusan usulan permohonan SOP tatalaksana
4 ko s pengangkatan CPNS menjadi PNS 15 mnt paraf dari analis kepegawaian
permohonan pengangkatan CPNS menjadi PNS v S dan verhal aiirat surat keluar
’ 4 \ Surat persetujuan usulan
4
5 Mansherias pasaf pada verhl supr per"setyjuan Mot K permohonan pengangkatan CPNS 15 mnt paraf dari kasubag ADUM
permohonan pengangkatan CPNS menjadi PNS s
Y A menjadi PNS dan verbal surat
Memeriksa dan menandatangani surat usulan persetujuan X Y M, praacignty Msan
6 i permohonan pengangkatan CPNS 15mnt | Tandatangan dari kepala kantor
permohonan pengangkatan CPNS menjadi PNS g
v menjadi PNS dan verbal surat
Proses penomoran surat keluar, surat persetujuan usulan b Surat persetujuan usulan t dah diberi SOP
7 |permohonan pengangkatan CPNS menjadi PNS ke biro IJ_I permohonan pengangkatan CPNS 5 mnt suratyang susuarat ert nomor pengagendaan
kepegawaian menjadi PNS dan verbal surat surat
Mengirimkan surat persetujuan usulan permohonan Surat persetujuan usulan » e
8 |pengangkatan CPNS menjadi PNS ke eselon | dan permohonan pengangkatan CPNS 45 mnt Tanda buldi perghrinwem surst k.e sop tata!aksana
. o » ¥ ha eselon | dan daftar berkas aktif arsip
mengarsip sesuai dengan klasifikasi TND menjadi PNS
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BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
(BTKLPP) KELAS | MAKASSAR

SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM

Nomor SOP : BTKLPP-MKS/SOP/TU/025

Tgl. Pembuatan : 01 Februari 2018
1 11 Januari 2021
: 11 Januari 2021

Tgl. Revisi
Tgl. Efektif
Disahkan oleh

dirman, ST. M.Kes
NIP 197001121994031004

NAMA SOP : Pengangkatan Pertama Dalam JABFUNG

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana:

1.

UU RI nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas UU nomor 8 tahun 1974 tentang
pokok-pokok kepegawaian

UU RI nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara

PP nomor 16 tahun 1994 tentang pengangkatan dalam jabatan fungsional pegawai
negeri sipil

PP nomor 99 tahun 2000 tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil sebagaimana
telah diubah dengan PP nomor 12 tahun 2002

Peraturan menteri PAN nomor 35 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan SOP-AP
Permenkes RI Nomor 2349/MENKES/PER/X1/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja
UPT di Bidang Teknis Kesehatan Lingkungan dan PengendalianPenyakit

Permenkes Rl nomor 64 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja kementerian
kesehatan RI

1. Memahami proses pengangkatan pertama dalam jabfung
2. Mampu menggunakan komputer
3. Rajin, cekatan dan teliti

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan :

1.

SOP tatalaksana surat keluar

1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait

yang

2. SOP pengagendaan surat pengangkatan jabfung
3. SOP tatalaksana arsip 2. ATK dan filling cabinet/folder

Seperangkat komputer yang dilengkapi program aplikasi SIMKA
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
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PROSEDUR PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABFUNG

Pelaksana Mutu Baku
No. Akdivitas AnalisiPengel :
Kepala Kasubbag Pengadminstr
an ADUM ola _ e Kelengkapan Waktu Ourtput Keterangan
Kepegawaian
\Menerima Fermofionan usulan pengangkatan periama AW
| dalam Jabfung, dan memberikan disposisi kepada kasubbag mmgﬂmﬂm Tl betat B
ACIIM agar memproses surat usulan tersebut d a I
\Kasubbag ADUM memberikan arshan/disposisi kepada Y Cisposisi dan kepada kantor dan Arahanidisposisi kepada
2 ‘analis'pengeiola kepegawaian untuk memprosss lebih lanjut dokumen usulan pengangkatan analis'pengelcla kepegawaian
usulan pengangkatan pertama dalam jabfung pertama dalam fatfung untuk diproses kebih lanjut
\Memeriksa berkas usulan pengangkatan pertama dalam L 4 Arahan/disposisl dan kasubag tata Surat persstupuan usulan
3 'jabfung dan membuat surat usulan mohon persetujuan 1 i usaha dan berkas usulan pengangkatan periama datam
pengangkatan periama dalam jabimg pengangkatan jabfung jabfung dan werbal surat keluar
: ; Surat persetujuan wsulan S0P
4 mlk;n Pﬁf!ﬂﬂ;:?‘m' e ;:i:l:f ahfung -4“'““‘;,. £ pengangkatan pertama dalam Paraf dari analis kepegawaian | tatalaksans
[P gand s J \"fl-., jabfung, dan verbal surat surat keluar
Memeriksa dan memberkan paral pada verba! surat ¢ Surat persetujuan wsulan e [—
5 |pemnohonan usulan persafujuan pengangkatan periama -r")'“"“'« ' pengangkatan pertama dalam pa e hag adminkine
dalam jabfung ' {abfung, dan verbal surat e
; ~ Surat persetujuan wsulan
d -mE”’E"."-"'a i mesan s g sl pegmmman el {é——J pengangkatan pertama dalam Tandatangan dan kepala kanior
persstujuan penganpkatan pertama dalam jabfung sabfung dan verbal surat
¥ >
Surat persetujuan wsulan ; S0P
7 |Proses T;I‘Eﬂ'm ru&u; nq;enu:la *.;Lﬁ :riu'lgh-l-'mmnn L_| pengangkatan pertama dalam Surat yang sm diben nomaor Pengagendaan
P PN Jaong jabfing, dan verbal surat surat
imenginmkan surat uswlan pengangkatan perfama daiam 4 Surat persetujuan wsulan Tanda buktl pengiriman surat ke S0P
2 [jabfung ke eselon | dan pengarsipan berkas usulan tersebut | | pengangkatan perama dalam Eselon |, dan daftar berkas arsip | tatalaksana
\sesUai dengan tatakelda arsip jabfung dan verbal surat atd arsip
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' KEMENTERIAN
. KESEHATAN
REPUBLIK
‘ INDONESIA

KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
(BTKLPP) KELAS | MAKASSAR

SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM

Nomor SOP : BTKLPP-MKS/SOP/TU/026

Tgl. Pembuatan : 01 Februari 2018
1 11 Januari 2021
: 11 Januari 2021

Tgl. Revisi
Tgl. Efektif
Disahkan oleh

.Kes

NAMA SOP : Penatalaksanaan Naskah Pegawai

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana:

1. UU RI nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas UU nomor 8 tahun 1974 tentang
pokok-pokok kepegawaian

UU RI nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan

UU RI nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan

PP Rl nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil

Peraturan menteri PAN Rl nomor 35 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan SOP-
AP

Kepmenkes Rl nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman tata naskah dilingkungan
Kemenkes RI

aoroDN

IS

1.  Memiliki kemampuan/kompetensi dalam menggunakan komputer

2. Memiliki pengetahuan tentang peraturan kepegawaian

3. Telah mengikuti pelatihan-pelatihan yang terkait dengan tugasnya

4. Selalu mengikuti perkembangan terbaru yang terjadi dalam hal ilmu
pengetahuan maupun kejadian lainnya

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan :

1. SOP penatalaksanaan surat masuk
2. SOP penatalaksanaan arsip

1. Komputer yang dilengkapi dengan program kerja
2. ATK
3. Dokumen kepegawaian yang bersangkutan

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila Tidak Menyusun Tata Naskah Kepegawaian Maka Dokumen Kepegawaian Tidak
Tersusun Dan Tersimpan Dengan Baik Serta Tidak Lengkap

Semua dokumentasi tentang kepegawaian terdokumentasi dengan baik dalam
map masing-masing pegawai
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PROSEDUR PENALATAKSANAAN NASKAH KEPEGAWAIAN

Pelaksana Mutu Baku
No. Aktivitas Analis/pengelo i
Kasubag Pengadministr|  Kepala
ADUM la _ iy s Kelengkapan Waktu Output Keterangan
kepegawaian
1 Menginstruksikan analis/pengelola kepegawaian untuk Instruksi Ot Konsep penyusunan tata naskah
menyusun naskah dokumen kepegawaian Kepegawaian
Mengagendakan sefiap dokumen kepegawaian yang ferbit Konsep penyusunan tata naskah i
: dani subbag ADUM danvatau seksi lain melalui subbag ADUM kepegawaian S okt sktsia
surat masuk
Memeriksa berkas usulan pengangkatan perfama dalam T
3 |jabfung dan membuat surat usulan mohon persefujuan > - dokumen 10 mnt Surat&a;:l; gigkl;';::i” dn
pengangkatan pertama dalam jabfung sellu p
Meminta dokumen kepagawaian yang telah diparaf
kazusbbag ADUM dan telah diberi lembar disposisi untuk Surat masuk, dokumen dan lembar Surat masuk dokumen dan
4 | : o L 10 mnt S
disampaikan kepada kepala kantor untuk mendapat disposisi lembar yang sudah disposisi
persefujuan et
BEI
Menerima berkas dokumen kepegawaian dan membernkan
f  |disposisi kepada analis/pengelola kepegawaian dan/atau ) Surat myfﬂg:ﬂg:ﬁ”;;:g;gl lembar 15 mnt |S#gf;gﬁ;ksﬂgm?s”pg:gi
pengadminisirasi umum unfuk ditindaklanjui ”
U
Menerima, menggandakan dan mengarsipkan dokumen wik e W Rl Berkas telah tersusun di S0P
6 |kepegawai kedalam folder dan elekironik serta : e 6 mnt dokumen pegawai yang tatalaksana
; : yang sudah disposisi :
menyampaikan kepada pegawai yang bersangkutan hersangkutan arsip
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' KEMENTERIAN
. KESEHATAN
REPUBLIK
‘ INDONESIA

KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
(BTKLPP) KELAS | MAKASSAR

SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM

Nomor SOP : BTKLPP-MKS/SOP/TU/027

Tgl. Pembuatan : 01 Februari 2018
1 11 Januari 2021
: 11 Januari 2021

Tgl. Revisi
Tgl. Efektif
Disahkan oleh

i °dirman, ST. M.Kes

IP 197001121994031004

NAMA SOP : Proses Penyelesaian Perencanaan Formasi CPNS

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana:

1. UU RI nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan

2. UU RI nomor 5 tahun 2014 tentang aparatus sipil negara

3. PP RI nomor 97 tahun 2000 tentang formasi pegawai negeri sipil sebagaimana telah
diubah dengan PP nomor 54 tahun 2003

4. PP Rl nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil

5. Peraturan Menteri PAN Rl nomor 35 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan SOP-
AP

6. Permenkes Rl Nomor 2349/MENKES/PER/X1/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja
UPT di Bidang Teknis Kesehatan Lingkungan dan PengendalianPenyakit

7. Permenkes Rl Nomor 64 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian
Kesehatan Rl

Memahami proses perencanaan formasi CPNS

Mampu menggunakan komputer

Rajin, cekatan dan teliti

Memiliki nilai-nilai pro rakyat, inklusif, responsif, efektif dan bersih
Telah mendapatkan informasi tentang formasi SDM

oD~

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan :

1. SOP pengagendaan surat

2. SOP tatalaksana surat keluar

3. SOP pengangkatan CPNS menjadi PNS
4. SOP tatalaksana arsip

1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang terkait
2. Buku agenda dan alat tulis kantor
3. Filling cabinet/file ordner

4. Seperangkat komputer yang dilengkapi microsoft office dan sofware

SIMKA/e-formasi

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila SOP proses penyelesaian perencaan formasi CPNS terlambat, maka penerbitan
dokumen akan terhambat dan formasi CPNS tidak dpat diproses

Setiap surat yang keluar harus dicatat baik dibuku agenda dan/atau dengan

program komputerisasi
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PROSEDUR PENYELESAIAN RENCANA FORMASI CPNS

Pelaksana Mutu Baku
Mo Aktivitas Analisipengelo 2
Pepala | Kadibeg la Pengcn Kelengkapan Waktu Output Keterangan
Kantor ADLIM 3 rasi umum
kepegawaian
Menerima formasi wsulan penyelesaian perencanaan formasi 3 st
CPNS, dan memberian arshan/dsposis ke kasubbag Dokumer waion peoyelesdan’ | o Despsit ke by

ADUM untuk memprosesnya

perencanaan formiasi CPNS

Hepegawaian untuk di proses

Memberkan arahan/disposisi lanjutan surat usulan formasi Dlisposisi dan sesdigen dan dokumen ot
CPMS kepada andis/pengelola kepegawaian untuk usuian penyelesaian perencanaan 15 mint D:;ﬁ:';{ et lebi f;ﬂl'r
ditindaklanjui formasi CPNS PR ey
disposisi dan kasubbag ADUM dan Hasl validasi usulan
Mehgmdsi}hedas u:tulmm;:mgalngka: g m kelengkapan dokumsan usulan 15 ik panyeiesaian perencanaan
g i H 5’:' | e ';:Jm ) PETSERAN penyelesaian perencanaan formasi ok formnasi CPMS dan disposisi ke
pengang pe S:am jEiling CPNS pengadministasi kepegawaian
formasi CPNS mulai dar membuat Bezett i tahu
i Pt S b S G {5 vl emdon perossie <tk i R
menyusLn formasi di e-formasi. dan membuat surst usulan p‘:‘llmm ke Ip-e-ﬂgadmin' : 4 hri CPNS surat persetujuan usulan
pemchonan persetujuan penyelesaan perencanaan formas k p penyelssaian perencanaan
CAMS pe—— formasi CPNS. dan verbal surat
Memerksa ulang dan memberkan paraf pada verbal surat 5u51.||_1::'| TDUECPNS Emi;‘ S0P
usulan permohonan persehguan penyelesaian perencanaan ' ; p'IEEF'NE darru 15 mint paraf dan analis Kepegawaan | tstalaksana
formasi CPNS I 'IllEII'tIHI ik surat keluar
Memerksa dan memberkan paraf pada verbal surat wsulan ¢ Sirsunan fclrmias CPNS sua.t
pemmohonan persefujuan penyelesaian perencanaan formasi {"3::,_ persa-ampm mﬁmﬁ 15mm | Para®dan kabag kepegawaian
L A verbal surat
Susunan formas CPMS sumat
Memerksa dan menandatangan: sural usulan pemchionan persefuiuan usulan penyeissaian . :
persetujuan penyelesaian peremcanaan formasi CPNS perencanaan formasi CPNS, dan i in DG Seuilpin
verbal surat
Susunan formas CPNS sumt
Proses pemberan nomor agenda pada surat usulan 3 . SOP
: 3 . persetguan usulan penyelesaian = Surat yang sudah diberi nomaos
;ﬁ;ﬁc}hman persetujuan penyelesaian perencanaan fomasi : formasi CPNS, dan 5 mnt 2 Pengagenda
verbal surat ke
ME“EI"'":;: ﬁ;ﬁgz UES;iT{'I Wwe?:;a;ﬁm Swrsuna formasi CPMS dan surat Tanda bukti pengiriman surat ke S0P
2 chat e persetujuan wsulan penyelsaian 45 mmt  |Esselon | dan daftar berkas arsp| afalaksana
Kemenkes melalui Eselon 1 dan mengarsipkan berkas peEnc A s GPNS e ; Ak

usulan fersebut sesuzi taia kelola arsip




' KEMENTERIAN
. KESEHATAN
REPUBLIK
‘ INDONESIA

KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
(BTKLPP) KELAS | MAKASSAR

SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM

Nomor SOP : BTKLPP-MKS/SOP/TU/029

Tgl. Pembuatan : 01 Februari 2018
1 11 Januari 2021
: 11 Januari 2021

Tgl. Revisi
Tgl. Efektif
Disahkan oleh

‘."l.‘.:' . M.Kes
NIP 197001121994031004

NAMA SOP : Pengusulan Ujian Dinas

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana:

1. UU RI nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas UU nomor 8 tahun 1974 tentang
pokok-pokok kepegawaian

UU RI nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan

UU RI nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara

Peraturan pemerintah Rl nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil
Peraturan menteri PAN nomor 35 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan SOP-AP
Keputusan menteri kesehatan Rl nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman tata naskah
dilingkungan kementerian kesehatan RI

o0k wh

1.  Memiliki kemampuan/kompetensi dalam menggunakan komputer

2. Memiliki pengetahuan tentang peraturan kepegawaian

3. Telah mengikuti pelatihan-pelatihan yang terkait dengan tugasnya

4. Selalu mengikuti perkembangan terbaru yang terjadi dalam hal ilmu
pengetahuan maupun kejadian lainnya

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan :

1. SOP penatalaksanaan surat keluar
2. SOP penatalaksanaan arsip

1. Komputer yang dilengkapi dengan program kerja
2. ATK
3. Dokumen kepegawaian yang bersangkutan

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila tidak mengajukan surat usul ujian dinas maka pegawai yang bersangkutan tidak
dapat mengikuti ujian dinas

Semua dokumentasi tentang kepegawaian terdokumentasi dengan baik dalam
map masing-masing pegawai
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PROSEDUR PENGUSULAN LLJIAN DINAS

Pelaksana Mutu Baku
No. Aktivitas .
Kasubag | Analis/Petugas
ADUM Keoemniin Kepala Kantor Kelengkapan Waktu Cutput Keterangan

i Mgngw_lstrukmkan analispengeloa kepegawaian untuk mengusulkan @ nstruksi Tl [ T —

ujian dinas

Menginput data pegawai yang akan diusulkan untuk mengikuii ujian
2 |dinas, membuat konsep verbal surat usul dan mengajukan ke Konsep surat usuian ujian dinas 30 mnt usulan ujian dinas

kasubag ADUM untuk dimintakan paraf

Memeriksa berkas usulan pengangkatan pertama dalam jabfung dan (\\ Thisk setuju
3 |membuat surat usulan mohon persetujuan pengangkatan perama < Uisulan ujian dinas 15mnt | surat usulan yang telah diparaf

dalam jabfung

st

Membuat net surat usul ujian dinas mengajukan kepada kasubag .ll y

4 | ADUM untuk diparaf dan kepala kantor untuk ditandatangani ANURLEI R e | ekl
Tidai seuly

5 Menenma dan menandatangani surat usul ujian dinas yang telah - i isi net surat usulan yang telah di

diparaf oleh kasubag ADUM tandatangani

SR

Menerima net surat usulan ujian dinas yang tetah ditandatangani ok ik st v ek Surat usulan yang telah SOP usulan uiian

6 |kepala kantor dan memerintahkan pengelola kepegawaian untuk : yang 30 mnt ditandatangani oleh kepala : |
; : ditandatangani dinas
menyampaikan surat usul ke Eselon | serta mengarsipkannya kantor
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' KEMENTERIAN
. KESEHATAN
REPUBLIK
‘ INDONESIA

KEMENTERIAN KESEHATAN RI

DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
(BTKLPP) KELAS | MAKASSAR

SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM

Nomor SOP : BTKLPP-MKS/SOP/TU/032

Tgl. Pembuatan : 01 Februari 2018
1 11 Januari 2021
: 11 Januari 2021

Tgl. Revisi
Tgl. Efektif
Disahkan oleh

NAMA SOP :PENGUSULAN KENAIKAN GAJI BERKALA (KGB)

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana:

1. UU RI nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas UU nomor 8 tahun 1974 tentang

pokok-pokok kepegawaian

UU RI nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara

Peraturan Pemerintah RI nomor 9 tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan,

pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil

Peraturan Pemerintah RI nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil

Peraturan pemerintah Rl nomor 11 tahun 2017 tentang menajemen pegawai negeri sipil

Permenkes RI Nomor 2349/MENKES/PER/X1/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja

UPT di Bidang Teknis Kesehatan Lingkungan dan PengendalianPenyakit

7. Peraturan Menteri PAN Rl nomor 35 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan SOP-
AP

8. Permenkes Rl nomor 64 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja kementerian
kesehatan RI

9. Kepmenkes RI nomor 14 tahun 2017 tentang tata naskah dinas dilingkungan
kementerian kesehatan Rl

w N

o ok

1. Mampu menggunakan komputer

2. Rajin, cekatan dan teliti

3. Selalu mengikuti perkembangan kebijakan pemerintah terkait kepegawaian
4. Memahami software GPP

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan :

1. SOP tatalaksana surat keluar
2. SOP pengagendaan surat
3. SOP penatalaksanaan arsip

1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang terkait kepegawaian

2. Buku agenda, alat tulis kantor dan filling cabinet/folder

3. Seperangkat komputer yang dilengkapi program microsoft office dan
aplikasi GPP

4. Alat komunikasi

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila SOP pengusulan KGB ini tidak dibuat, maka akan menghambat, proses kenaikan
gaji PNS di lingkungan BTKLPP Kelas | Makassar

Setiap surat keluar harus terdokumentasi dengan baik, setiap pegawai
mempunyai hak yang memperoleh KGB sesuai ketentuan yang berlaku
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ROSEDUR PENGUSULAN KEMAIKAN GAJI BERKALA

Pelaksana Mutu Baku
L e Analis/Pengelola
Kepala Kantor Kasubag ADUM g_ Kelengkapan Waktu Output Keterangan
Kepegawaian
Menjalankan monitoring pegawai yang akan naik gaji o 3
1 berkala di aplikasi GPP Komputer 30 mint Pegawai yang akan KGB
Menginventarizir, melengkapi berkas persyaratan, &
2 |membuat surat usulan dan mengajukan pegawal yang > F‘er;syar:r:_an EKG Egg?pakf kP 120 mnt Berkas Pegawai KGB
akan naik gaji ke ka subbag ADUM o Sl
Hemenks& De s stlan pev el pertamaﬁ ‘.m"’“ . persyaratan KGP, surat usulan Persyaratan lengkap, surat
3 |jabfung dan membuat surat usulan mohon persetujuan < < KGE 10 mint e
pengangkatan pertama dalam jabfung r;'”:
4 Menerima Kembali dan memberikan surat usul yang \L Persyaratan KGB, surat usulan 5 ot Surat usul KGB sudah disetujui
sudah dikoreksi oleh kasubag ke kepala kantor = KGB - dan diparaf
Thiak
seluf
: Menyetujui dan menandatangani surat uzulan kenaikan <“=-,,,__ = Persyaratan KGB, surat usuian 10 md Surat usul KGEB sudah
gaji berkala dan menyampaikan kepada kasubag ADUM N KGB ditandatangani
Eo T
Menerima kembali surat usulan kenaikan gaji berkala dan ¢,
menyampaikan kepada pengelola kepegawaian untuk Persyaratan KGB, surat usulan &
R disampaikan kepada pegawai yang bersangkutan dan KGB Ll et I aces
diupdate di aplikasi GFP |
Menyampaikan surat penetapan kenaikan gaji berkala
- yang sudah ditandatangani kepala kantor kepada Berkas kelengkapan KGB, surat 30 mt Surat usulan bessria berkas

pegawai yang bersangkutan, mengupdate kedalam
aplikasi GPP dan mengarsipkan

usulan yang telah ditandatangani

persyaratan
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' KEMENTERIAN
. KESEHATAN
REPUBLIK
‘ INDONESIA

KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
(BTKLPP) KELAS | MAKASSAR

SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM

Nomor SOP
Tgl. Pembuatan
Tgl. Revisi
Tgl. Efektif
Disahkan oleh

: BTKLPP-MKS/SOP/TU/038

: 01 Februari 2018
: 11 Januari 2021
: 11 Januari 2021

.Kes

NAMA SOP :PROSES PENYELESAIAN PEMERIKSAAN KESEHATAN

CPNS (GOL Il DAN i)

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana:

1. UU RI nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan

2. UU RI nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara

3. PP RI nomor 97 tahun 2000 tentang formasi pegawai negeri sipil sebagaimana telah
diubah dengan PP nomor 54 tahun 2003

4. PP Rl nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil

5. Permen PAN RI tahun 35 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan SOP-AP

6. Permenkes Rl Nomor 2349/MENKES/PER/X1/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja
UPT di Bidang Teknis Kesehatan Lingkungan dan PengendalianPenyakit

7. Permenkes Rl nomor 64 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja kementerian
kesehatan Rl

1.  Memahami proses penyelesaian pemeriksaan kesehatan CPNS
2. Rajin, cekatan dan teliti
3. Telah mendapat informasi tentang SDM CPNS (Gol Il dan llI

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan :

1. SOP Pengagendaan Surat
2. SOP tatalaksana surat keluar
3. SOP tatalaksana arsip

1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang terkait CPNS —
PNS

2. Komputer dan alat tulis kantor

3. Buku agenda dan alat tulis kantor

4. Filling cabinet/file odner

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila SOP proses penyelesaian pemeriksaan kesehatan CPNS (Gol Il dan IIl) terhambat,
maka penerbitan SK akan terhambat

Setiap surat yang keluar harus dicatat baik dibuku agenda dan / atau dengan
program komputerisasi
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PROSEDUR PENYELESAIAN PEMERIKSAAN HESEHATAN CPNS

Polaksana Mutu Baku
Mo URAN KEGIATAN ANALIEPENGEL BEMGATMAN
KEPALA KANTOR | ASUBAG ADUM oLA Mlmm Kelengkapan Waktu Cutput Ketorangan
KEPEGAWALAN
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pengangkalan periama dalam pbiung
i/ surpt persetujuan usulan
i | Membuat form data calon peseria dan mengenti data Disposisi dar Analis 80 pemeiksaan kesshatan
Calon peseria kepegaamian pegawal dan verbal sural
7 dnis-caty calon peserts
J,."'Ef"-\.._\“_ ' St
tujuan usuan
Memberizan paraf pada verbal surat usulan persstujuan T paraf dan analis
5 pemerksaan kesehatan pagavwail 10 mnt
pemenksaan kesshatan pegawai ¥ 1“"%{"'; YR, kepegmwaan
b4 T Surad persstujuan usulan
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i proses penomoran surat usulan persefuian "—‘—] i o P;Lm Bt murad yang sudah diben
| pernenksaan kesehatan pagawai datr viprhiall kit nomor surad
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berkas usiian iersebul sesuai dengan b kefola asip arsip akil
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' KEMENTERIAN
. KESEHATAN
REPUBLIK
‘ INDONESIA

KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
(BTKLPP) KELAS | MAKASSAR

SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM

Nomor SOP : BTKLPP-MKS/SOP/TU/040
Tgl. Pembuatan : 01 Februari 2018
Tgl. Revisi : 11 Januari 2021
Tgl. Efektif : 11 Januari 2021
Disahkan oleh

T-M.Kes
1004

NAMA SOP :PENGUSULAN KARTU PEGAWAI (KARPEG)

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana:

1. UU RI nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas UU nomor 8 tahun 1974 tentang
pokok-pokok kepegawaian

2. UU RI nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara

3. PP RI nomor 9 tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan
pemberhentian pegawai negeri sipil

4. PP RI nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS

5. PP Rl nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS

6. Permenkes Rl Nomor 2349/MENKES/PER/X1/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja
UPT di Bidang Teknis Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit

7. Permen PAN RI nomor 35 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan SOP — AP

8. Permenkes Rl nomor 64 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Kemenkes RI

9. Kepmenkes Rl nomor 17 tahun 2017 tentang tata naskah dinas dilingkungan Kemenkes

RI

1. Memiliki pengetahuan tentang peraturan terkait kepegawaian

2. Mampu menggunakan komputer

3. Rajin cekatan dan teliti

4. Selalu mengikuti perkembangan kebijakan pemerintah terkait kepegawaian
5. Memahami software SIMKA

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan :

1. SOP tatalaksana suar keluar
2. SOP pengagendaan surat
3. SOP penatalaksanaan arsip

1. Peraturan perundang-undangan dan terkait
kepegawaian

2. Buku agenda, alat tulis kantor dan filling cabinet / folder

3. Seperangkat komputer yang dilengkapi program aplikasi SIMKA

4. Alat dokumentasi

yang berlaku yang

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila SOP pengusulan kartu pegawai (Karpeg) ini tidak dijalankan, maka pegawai yang
bersangkutan tidak memiliki/mempunyai kartu pegawai dan dapat menghambat proses naik
pangkat pegawai yang bersangkutan

Setiap surat keluar harus terdokumentasi dengan baik, setiap PNS wajib
mempunyai kartu pegawai (Karpeg)
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PROSEDUR PENYUSUMAN PENGUSULAN KARTU PEGAWAI

Polaksana Mt Baku
URALAN KEGIATAN
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AKN ¥e unit utwma
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REPUBLIK
‘ INDONESIA

KEMENTERIAN KESEHATAN RI

DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
(BTKLPP) KELAS | MAKASSAR

SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM

Nomor SOP : BTKLPP-MKS/SOP/TU/049

Tgl. Pembuatan : 01 Februari 2018
1 11 Januari 2021
: 11 Januari 2021

Tgl. Revisi
Tgl. Efektif
Disahkan oleh

. 0
..... Man=S

A dirman, ST. M.Kes
NIP 197001121994031004

NAMA SOP :PROSES PENYELESAIAN PEMUTAKHIRAN DATA

PEGAWAI

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana:

1.
2.

3.
4.
5

UU RI nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan

UU RI nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas UU nomor 8 tahun 1974 tentang
pokok-pokok kepegawaian

UU RI nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara

Peraturan pemerintah Rl nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil
Kepmenkes Rl nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman tata naskah dinas dilingkungan
kemenkes

Permenkes Rl Nomor 2349/MENKES/PER/XI/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja
UPT di Bidang Teknis Kesehatan Lingkungan dan PengendalianPenyakit

Permenkes Rl nomor 64 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Kemenkes RI

1.  Memahami proses penyelesaian pemutakhiran data
2. Rajin, cekatan dan teliti

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan :

1.

SOP pengagendaan surat

1. Komputer

2. SOP tatalaksana surat keluar 2. Software SIMKA ropeg
3. SOP tatalaksana arsip
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Apabila SOP proses penyelesaian pemutakhiran data terlambat, maka dokumen yang
dihasilkan tidak akan sempurna

Setiap surat keluar harus dicatat baik dibuku agenda dan/atau dengan program

komputerisasi
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ROSEDUR PROSES PENYELESAIAN PEMUTAKHIRAN DATA PEGAWAI

pemutakhiran data pegaws

E=eion |

PELAKSANA MUTU BAKU
la. UFALAN KEGLATAN
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I——.,l.
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SIMEA
sural persebujuan usuian surat persebuiuan usulan
memberilcar paraf pada verbal surst perselu|uan usuian S0P tatalaksana
4 P khiran dala pegawsi = -‘\j pesrrtakhran datga;:-[gmdm verball 5mnl pﬁmtﬁchlvr?hﬁt:up;gma dan ik bk
|
4 surat persetuluan usuan
memberiican paraf pada verbal surat persetujuan usutsn _/"')h“‘m._ !
5 | Siriin et pgrasd - \\)ﬁﬂ_ p-emmmmdammmml 5 mnt paraf dan kasubag tata usaha
3
Y sural persebujuan usuian
menandatangani sural usitan perselujuan pemutakhiran daia T
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i o sural
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7 |proses penomaran surst persetujusn usidan pemitakhiran pleen inin pevel e verbei] St |niwat bk surat| SOP pengagendaan
daiz pegwal i y2ng sural
TIETGIrIMKAN SUral persetuian usulan pemutakhisan data 4
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KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
(BTKLPP) KELAS | MAKASSAR

SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM

Nomor SOP : BTKLPP-MKS/SOP/TU/050
Tgl. Pembuatan : 01 Februari 2018
Tgl. Revisi : 11 Januari 2021
Tgl. Efektif : 11 Januari 2021

Disahkan oleh

NIP 97001 121994031004

NAMA SOP  : REVISI PERJANJIAN KERJA

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana:

1.  UUD RI nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara

2. UU RI nomor 25 tahun 2004 tentang sistem rencana pembangunan nasional

3. PP RI nomor 39 tahun 2006 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
rencana pembangunan

4. PP RI nomor 38 tajim 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan dan pemerintah,
pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota

5. Kepmenkes RI nomor 375 tahun 2009 tentang rencana pembangunan jangka panjang

bidang kesehatan tahun 2005-2025

Permenpan dan RB RI nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis penyusunan

perjanjian instansi kinerja

Pelaporan kinerja dan reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah

Permenpan RI nomor 35 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan SOP-AP

Permenkes Rl nomor 64 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Kemenkes RI

0 DIPA RKAKL BTKLPP Kelas | Makassar

2

—‘C°.°°.\'

1.  Memiliki kemampuan/kompetensi dalam menggunakan komputer

2. Telah mengikuti pelatihan-pelatihan yang terkait dengan tugasnya

3. Memahami perencanaan program/kegiatan BTKLPP Kelas | Makassar

4. Selalu mengikuti perkembangan kebijakan kementerian kesehatan terkait
program/kegiatan P2P

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan :

1. SOP penatalaksanaan surat keluar

2. SOP penatalaksanaan arsip

3. SOP penyusunan laporan kinerja

4. SOP monitoring capaian indikator kinerja
5. SOP penyusunan perjanjian kerja

1. Peraturan/pedoman/standar dalam penyusunan kebijakan
2. Alat tulis kantor

3. RAKBTKLPP Kelas | Makassar

4. Perjanjian kinerja awal

5. Seperangkat komputer yang dilengkapi program kerja

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila SOP revisi perjanjian kinerja tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan kegiatan untuk
mendukung pencapaian indikator kinerja tidak dapat berjalan dengan baik dan akan
berimbas pada penilaian kinerja

Rumusan rencana progran dan kegiatan dan anggaran untuk periode satu
tahun anggaran dalam pelaksanaannya terjadi perubahan kebijakan pemerintah
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FROSEDUR REWISI FERNJAKNAN KINERJA

PELAKSANA MUTL BAKU
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KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
(BTKLPP) KELAS | MAKASSAR

SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM

Nomor SOP : BTKLPP-MKS/SOP/TU/052
Tgl. Pembuatan : 01 Februari 2018
Tgl. Revisi : 11 Januari 2021
Tgl. Efektif : 11 Januari 2021
Disahkan oleh

~M.Kes
004

NAMA SOP  :REVISITARGET INDIKATOR KINERJA

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana:

1. UU RI nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara

2. UU RI nomor 25 tahun 2004 tentang sistem rencana pembangunan nasional

3. PP RI nomor 39 tahun 2006 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
rencana pembangunan

4. PP RI nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara
pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota

5. Kepmenkes RI nomor 375 tahun 2009 tentang rencana pembangunan jangka panjang
bidang kesehatan tahun 2005-2025

6. Per MENPAN RB RI nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknisperjanjiankinerja,
Pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah

7. Per MENPAN RI nomor 35 tahun 2012 tentan pedoman penyusunan SOP-AP

8. Permenkes Rl nomor 64 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Kemenkes RI

9. DIPA RKAKL BTKLPP Kelas | Makassar

1.  Memiliki kemampuan/kompetensi dalam menggunakan komputer

2. Telah mengikuti pelatihan-pelatihan yang terkait dengan tugasnya

3. Memahami perencanaan program/kegiatan BTKLPP Kelas | Makassar

4. Selalu mengikuti perkembangan  kebijakan = Kemenkes terkait
program/kegiatan P2P

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan :

1. SOP penatalaksanaan surat keluar

2. SOP penatalaksanaan arsip

3. SOP monitoring capaian indikator kinerja
4. SOP revisi perjanjian kinerja

1. Peraturan/pedoman/standar dalam penyusunan kebijakan
2. Alat tulis kantor

3. RAKBTKLPP Kelas | Makassar

4. Perjanjian kinerja awal

5. Seperangkat komputer yang dilengkapi program kerja

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila SOP revisi target indikator kinerja tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan kegiatan
untuk mendukung pencapaian indikator kinerja tidak dapat berjalan dengan baik dan akan
berimbas pada perjanjian kerja

Rumusan rencana program dan kegiatan dan anggaran untuk periode satu
tahun anggaran dalam pelaksanaannya terjadi perubahan kebijakan pemerintah
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PROSEDUR REVISI TARGET INDIKATOR KINER.IA

PELAKEANA MUTU BAKLU
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mengarsipkan revis argel ndiator knera
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KEMENTERIAN KESEHATAN RI

DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
(BTKLPP) KELAS | MAKASSAR

SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM

Nomor SOP : BTKLPP-MKS/SOP/TU/054

Tgl. Pembuatan : 01 Februari 2018
: 11 Januari 2021
: 11 Januari 2021

Tgl. Revisi
Tgl. Efektif
Disahkan oleh

.Kes

NAMA SOP  :PENGUSULAN KP4

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana:

1. UU RI nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas UU nomor 8 tahun 1974 tentang
pokok-pokok kepegawaian

2. UU RI nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara

3. PP RI nomor 9 tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan

pemberhentian pegawai negeri sipil

PP RI nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil

PP Rl nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil

Permenkes RI Nomor 2349/MENKES/PER/X1/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja

UPT di Bidang Teknis Kesehatan Lingkungan dan PengendalianPenyakit

Per MENPAN RI nomor 35 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan SOP-AP

Permenkes Rl nomor 64 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Kemenkes RI

Kepmenkes RI nomor 14 tahun 2017 tentang tata naskah dinas dilingkungan Kemenkes

RI

o ok

© ® N

1. Memahami sofware SIMKA

2.  Mampu menggunakan komputer

3. Rajin, cekatan dan teliti

4. Selalu mengikuti perkembangan kebijakan pemerintah terkait kepegawaian

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan :

1. SOP tatalaksana surat keluar
2. SOP Pengagendaan surat
1. SOP penatalaksanaan arsip

1. Peraturan perundang-undangan dan terkait
kepegawaian
2. Buku agenda, alat tulis kantor dan filling cabinet/folder

3. Seperangkat komputer yang dilengkapi program aplikasi SIMKA

yang berlaku yang

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila SOP pengusulan KP4 ini tidak dibuat, maka tunjangan pegawai dan keluarganya
tidak masuk dalam penggajian pegawai yang bersangkutan

Setiap surat keluar harus terdokumentasi dengan baik, setiap pegawai yang
telah berkeluarga berhak memperoleh KP4
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‘ROGEDUR PENGLISULAN KP4

PELAKSAMA MUTL BAKU
UFAlAN HEGIATAN
ANALIEPENGELOLA
LA KELENGHAPAN
KASUBBAG ADUM KEPECAW KEPALA KANTOR WAKTU OUTPUT KETERANGAN
Menginstruksikan kepada analks/pengelala
kepegawaian untuk membuat form KP4 pegawa guna Irestruksi'dipsosis 16 mnt Konsep fom KP4
keperuan kepegawaan
Mangimventansi, melengkan berkas persyaratan dan Eonsep KP4 dan dokumen
miembuat form KP4 “5:., ? Korasp P4 120t kepagawaian
Menenma, meneltt surat usulan KP4, memberi paraf H
persetufuan dan mengnsinksikan pegawal agar Surad usulan dan dofumen
meneniskan sural ersehul kepads kepals kantor unbok a epegawaian 20 mnt poceywratan leoghap
mendopal persetufusan Smug
2
Menenma kemibal dan membenikan sural usdl yang Sural usulon dan persyaratan Brai Kosrep KP4 dan dakurmen
sudah dikoreksi dan dparad cleh kasubbag ADUIM l=ngkap i kepegavaian
I
s i Tazat ¥
Memerksa, menyedujul dan menandalangani usuan [ e suiradl usulan yang lelah diparaf
oerm KP4 i ol #0 mint form KP4
] |
Menenma foem KP4 yang ielah dtandatangars kepala o
kanfor, menginsinaksikan analsfpengeicis
kepegawaian utuk menyampakan surat uu kegada form KP4 Bmnt | form KP4 yang telah diandatangani
pegasal yang bersangauian dan para pihak et |
hendistribusikan usulan form KP4 kepada pagawal j’:
yang nkitan, para piak terkatt dan sl UL yang hlem glanda | gn 0 mﬁm hd;ﬂ;‘nkr;::_:?ml. S0P p:hﬁuul.m
mengarsipiannya dengan baik g
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’ KEMENTERIAN
. KESEHATAN
REPUBLIK
‘ INDONESIA

KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
(BTKLPP) KELAS | MAKASSAR

SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM

Nomor SOP : BTKLPP-MKS/SOP/TU/055

Tgl. Pembuatan : 01 Februari 2018
: 11 Januari 2021
: 11 Januari 2021

Tgl. Revisi
Tgl. Efektif
Disahkan oleh

dirman, Kes

01121994031004

NAMA SOP  :PENGUSULAN KARTU ASURANSI KESEHATAN

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana:

1. UU RI nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas UU nomor 8 tahun 1974 tentang
pokok-pokok kepegawaian

2. UU RI nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara

3. PP RI nomor 9 tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan

pemberhentian PNS

PP RI nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS

PP RI nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS

Permenkes RI Nomor 2349/MENKES/PER/X1/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja

UPT di Bidang Teknis Kesehatan Lingkungan dan PengendalianPenyakit

Per MENPAN RI nomor 35 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan SOP-AP

Permenkes Rl nomor 64 tahun 2015 tentang OTK Kemenkes RI

Kepmenkes Rl nomor 14 tahun 2017 tentang tata naskah dinas dilingkungan Kemenkes

RI

o ok

© N

1.  Memiliki pengetahuan tentang peraturan kepegawaian

2. Mampu menggunakan komputer

3. Rajin cekatan dan teliti

4. Selalu mengikuti perkembangan kebijakan pemerintah terkait kepegawaian

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan :

1. SOP tatalaksana surat keluar
2. SOP pengagendaan surat
3. SOP penatalaksanaan arsip

1. Peraturan perundang-undangan dan terkait
kepegawaian

2. Buku agenda, alat tulis kantor dan filling cabinet/folder

3. Seperangkat komputer yang dilengkapi program microsoft office

4. Alat dokumentasi

yang berlaku yang

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila SOP pengusulan kartu ASKES tidak dibuat, maka pegawai yang bersangkutan tidak
akan memiliki/mempunyai kartu asuransi kesehatan sebagai jaminan asuransi kesehatan
bagi pegawai yang bersangkutan

Setiap surat keluar harus terdokumentasi dengan baik, setiap pegawai berhak
memiliki kartu ASKES
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PROSEDUR PENGLESULAN KARTL ASURANS] KEEEHATAN

PELAKSANA MUTU BAKL
Ho. URAAN KEGIATAN NALISIPENGELOLA
KEPALS KANTOR FASLBBAG ADLIN KEPECAWAAN KELENGKAFAN WAKTU OUTPLUT KETERANGAN

Menginstnéisikan staf pengeiola kepegawaion eniuk
1 |mengusulkan kartu asuransi kesehatah bagi PRS yang Instnacsi il | Hms:-p:u::::h ey

belum mempunyaiimemsiic
3 Mendata pegawal yang belum memilki kary askes dan Maonsep serat usulan karu 80 et i il B ace

mengajukan kepara KASURRAS ADUM asuransi kesshatan, daftar gag Mahistoss “"“m“‘“‘“ g

mesmioual konsep dan menyerahkan oembali kepada Konsep surat usilan karu
3 pengeiola kepegawalan unfuk dibuatkan suat usul asuransi kesshatan, daflar gyl Mt s g ek gl
4 |Mer=nma konsep surad usul karty askes PHE = ru-llﬁ:;:::ﬂ::; 5 mni Nel surad

T asura ]
e

i K mtlial st vk ot imfruc AU e e sural izudan bk asuransi sur wezdan karty askes t=tah
5 |memerksa dan memberican parad perselujuan sarta — e o caltar gl i i doal o

menenskannya kepada kepala kantor i g 1

jui dan menandatangans strat usol kartu aske e S usulan kar askes belah hiet sural ielah diandasa

& g " 0 mnt bl i

PHS yang talah diparal obsh KASUBBAG DL by ciparaf, daftar gaji kegmls kantor

g
ki

Skt it usul?ni..rm AL et surat usutan yang ielah net surat usuln vang telah S0P usulan kartu
¥ |izlah diandatangani kepala sanior dan menyampaikan ket Bl i a gy s Yo i

suraf Lsud kenada kanior BPUS sstsmpat e il e
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' KEMENTERIAN
. KESEHATAN
REPUBLIK
‘ INDONESIA

KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
(BTKLPP) KELAS | MAKASSAR

SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM

Nomor SOP : BTKLPP-MKS/SOP/TU/056
Tgl. Pembuatan : 01 Februari 2018
Tgl. Revisi : 11 Januari 2021
Tgl. Efektif anuari 2021
Disahkan oleh

NIP 197001121994031004

NAMA SOP :UPDATE LAPORAN SIMKA

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana:

1. UU RI nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas UU nomor 8 tahun 1974 tentang
pokok-pokok kepegawaian

2. UU RI nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara

3. PP RI nomor 9 tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan
pemberhentian pegawai negeri sipil

4. PP RI nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS

5. PP RInomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS

6. Permenkes RI Nomor 2349/MENKES/PER/X1/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja
UPT di Bidang Teknis Kesehatan Lingkungan dan PengendalianPenyakit

7. Peraturan MENPAN RI nomor 35 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan SOP-AP

8. Permenkes Rl nomor 64 tahun 2015 tentang OTK Kemenkes RI

9. Kepmenkes Rl nomor 14 tahun 2017 tentang tata naskah dinas di lingkungan

Kemenkes RI

Memiliki pengetahuan tentang peraturan terkait kepegawaian

Mampu menggunakan komputer

Raijin, cekatan dan teliti

Selalu mengikuti perkembangan kebijakan pemerintah terkait kepegawaian
Memahami software SIMKA

o wN =

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan :

1. SOP tatalaksana surat keluar
2. SOP pengagendaan surat
3. SOP penatalaksanaan arsip

1. Peraturan perundang-undangan dan terkait
kepegawaian

2. Buku agenda, alat tulis kantor dan filling cabinet/folder

3. Seperangkat komputer yang dilengkapi program aplikasi SIMKA

4. Alat dokumentasi

yang berlaku yang

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila SOP update SIMKA ini tidak dijalankan, amak data SIMKA tidak ada/sulit ditemukan,
maka proses kepegawaian pada BTKLPP Kelas | Makassar tidak terkelola dengan baik,
seperti halnya yang berkaitan dengan kenaikan pangkat, pensiun, diklat PIM,
penghargaan, cuti, tubel, dll

Setiap surat keluar harus terdokumentasi dengan baik, setiap pegawai harus
mempunyai data SIMKA yang selalu diupdate sebagai data kepegawaian di
subbag tata usaha dan selalu link dengan ropeg Kemenkes
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'ROSEDUR LAPORAN DATA SIMKA

Mo,

URAIAN KEGIATAN

PELAKSANA

MUTU BAKU

KEPALA KANTOR

KASUBBAG ADUM

ANALIS/PENGELOLA
KEPEGAWAIAN

KELENGKAPAN

WAKTU

OUTPUT

KETERANGAN

Menginstruksikan kepada pengelola kepegawaian
untuk menginventarisir data SIMKA pegawal

m

bahan arahan, disposisi

30 mnt

bahan arahan, disposisi

o]

Menginventanisir data kepegawai terkait dengan data
pensiun, kenaikan pangkat, dil

bahan arahan, disposisi

90 mnt

bahan laporan data SIMKA

Meneliti data kepegawaian BTKLPP Kelas | Makassar
dan memerintahkan untuk menindaklanjuti instruksi
tersebut

hahan laporan data SIMKA

30 mnt

bahan laporan data SIMKA

Mengentri data SIMKA pegawai BTKLPP Kelas |
Makazsar dan melaporkan hasilnya kepada kasubbag
ADUM untuk diteliti

Tidak
Sty

hahan laporan data SIMKA

300 mnt

bahan laporan data SIMKA

SOP pengertian
data SIMKA

Meneliti dan mengkoreksi kembali data SIMKA
pegawai, selanjuinya dilaporkan untuk disetujui kepala
BTKLPF Kelas | Makassar

Tidak

/\
Y

hahan laporan data SIMKA

20 mnt

bahan laporan data SIMKA

Menyetujui dan menandatangani laporan SIMKA
pegawai dan menginstruksikan kepada kasubbag
ADUM untuk menugaskan pengelola kepegawaian
mendistribusikan laporan data SIMKA pegawai

Setuju

hahan laporan data SIMKA

10 mint

Laporan data SIMKA

Menginstrukzikan kepada pengelola kepagawaian
untuk mendistribusikan laporan SIMKA pegawai dan
mengarsipkannya

Laporan data SIMKA

5 mnt

Laporan data SIMKA

Mendistribusikan dan mendokumentasikan laporan
data SIMKA pegawai

Laporan data SIMKA

30 mnt

dokumentasi laporan data SIMKA

SOP
penatalaksanaan
arsip
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' KEMENTERIAN
. KESEHATAN
REPUBLIK
‘ INDONESIA

KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
(BTKLPP) KELAS | MAKASSAR

SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM

Nomor SOP : BTKLPP-MKS/SOP/TU/059
Tgl. Pembuatan : 01 Februari 2018

Tgl. Revisi : 11 Januari 2021

Tgl. Efektif
Disahkan oleh

: 11 Januari 2021

NAMA SOP :PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana:

1.  UU RI nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara

2. Per MENPAN RI nomor 35 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan SOP-AP

3. Perpres Rl Nomor 29 tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja pemerintah

4. Per MENPAN RI nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknisperjanjiankinerja,
pelaporan kinerja dan tata carareviu atas laporan kinerja instansi pemerintah
Permenkes Rl nomor 64 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Kemenkes RI
Rencana aksi BTKLPP Kelas | Makassar

DIPA RKA-KL BTKLPP Kelas | Makassar

Noo

1.  Memiliki kemampuan/kompetensi dalam menggunakan komputer

2. Telah mengikuti pelatihan-pelatihan yang terkait dengan tugasnya

3. Memahami perencanaan program/kegiatan BTKLPP Kelas | Makassar

4. Selalu mengikuti perkembangan kebijakan kementerian kesehatan terkait
program/kegiatan P2P

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan :

1. SOP penatalaksanaan surat keluar

2. SOP penatalaksanaan arsip

3. SOP penyusunan laporan kinerja

4. SOP monitoring capaian indikator kinerja

1. Peraturan/pedoman/standar dalam penyusunan kebijakan
2. Alat tulis kantor

3. RAKBTKLPP Kelas | Makassar

4. Format perjanjian kinerja

5. Seperangkat komputer yang dilengkapi program kerja

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

1. Apabila SOP penyusunan perjanjian kinerja tidak dilaksanakan, maka perjanjian kinerja
satker tidak dapat ditetapkan oleh Dirjen P2P
2. Keterlambatan pengiriman perjanjian kinerja satker dikenakan sanksi

Rumusan rencana program dan kegiatan dan anggaran untuk periode satu
tahun anggaran
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PROSEDUR PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA

PELAKSANA MUTU BAKU
Mo, URAIAN KEGIATAN SUBKOORDINATO PENGADMINISTRA
KEPALA KANTOR | KASUBBAG ADUM | R SE, ADKL DAN St UMUM KELENGKAPAN WAKTU ouTPUT KETERANGAN
PTL
1 mengarahkan ke!.su.pbag.mllJM untuk mengkoordinir il i 15 mnt D
penyusunan perjanjian kinerja
berik han teknis terkait . tal h nd
5 |memberkan arahan teknis terkait penyusunan catatan pengarahan, undangan 15 mnt siarat Uidaigan
perjanjian kinerja rapat
[
1L A— L N draft perjanjian kinerja yang
3 |merumuskan dan menyusun perjanjian kineta draft perjanjian kinerja 120 mint bl dhsepaliti
Notulen rapat dan draft :
4  [membuat laporan hasil rapat > perjanjian kinerja yang telah 30 mint prtion ngtul_n_an m_pat fj‘cm dal
i disepakal perjanjian kinerja
Sebiu
draft perjanjian kinera yang
’ it "‘-\ telah disepakati di input pada print out perjanjian kinerja
3 |memeriksa konsep perianjian kinerja < /’{ format perjanjian kinerja yang 15 mnt sesuai dengan format Eselon |
ditetapkan Eselon |
Sehiju
3 L 4§ e print out perjanjian kinerja
& |memberi paraf pad alembar perjanjian kinerja > prin‘lcgut pe nmn‘klﬁr;erfa | 10mnt | sesuai dengan format Ezelon |
If:: sesual dengan at Eselon telah diparaf
G il pesjainan kit print out perjanjian kinerja
memenksakan dan menandatangani lembar perjanjian ‘\ ; sesuai dengan format Eselon |
oo i & sesuai dengan format Eselon 1 | 15 mnt 2 :
kinerja = Telah dinaraf telah ditandatangani kepala
Setul P kantar
print out perjanjian kineja
mengirimkan lembar perjanjian kerja ke Eselon | untuk sesuai dengan format Eselon | I
B | taridatangai oleh difjen P20 b b el | T P ke Eacion)
kantor
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' KEMENTERIAN
& REPUBLIK. -
‘ INDONESIA
KEMENTERIAN KESEHATAN RI

DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
(BTKLPP) KELAS | MAKASSAR

SUB BAGIAN ADMINISTRASI DAN UMUM

Nomor SOP : BTKLPP-MKS/SOP/TU/082
Tgl. Pembuatan : Januari 2021

Tgl. Revisi : 21 Februari 2022

Tgl. Efektif : 21 Februari 2022

Disahkan oleh

NAMA SOP  : PEMBERIAN PENGHARGAAN PEGAWAI

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana:

1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

2. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode
Etik PNS

3. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal
Pemerintah

5. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS.

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kesehatan.

1. Memahami Peraturan yang berlaku tentang Kepegawaian di Kementerian
Negara/Lembaga

2. Telah mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan dan/atau Sosialisasi
tentang peraturan perundang-undangan terkait Kepegawaian di
Kementerian Negara/Lembaga.

3. Selalu mengikuti perkembangan terbaru yang terjadi di masyarakat baik
dalam hal ilmu pengetahuan maupun kejadian lainnya

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan :

1. SOP Penyelesaian Cuti
2. SOP Penyelesaian Konsep SK Penjatuhan Hukuman Disiplin

1. Komputer/printer
2. Alat Tulis Kantor

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, konsep SK Pengurangan Tunjangan Kinerja bagi
PNS di Lingkungan Kementerian Kesehatan tidak dapat terselesaikan dengan baik

Disimpan dalam bentuk elektronik dan manual
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S0P PEMERIMAAN PENGHARGAAN PEGAWAL

Palaksana Misty Bakas
2 Kepala
"o Aktivitas BTKLPP | Kasubag |Subkoordinator|  Analis | o .
Kalas | TU SE/ADKLPTL |Kepegawaian Kelengkapan Wabkitu Output
Makassar
1 Penetapan Kriteria Penerima Reward | |Dokumen Krteria (B0 manit Dokumen
[ ]"‘_""“I I Umum dan Khiusus
= | = i

2 |Pengajuan Nota Dinas kepada Sub Bagian T/ HMata Dinas 15 menit Mola Dinas

Seksi
3 |Penentuan Calon Penerima Reward darl Perwakilan ] Dafar Calan 1440 menil  |Daftar Calon

Sub Bagian TU/Substansi | 11 [ ] Penerima Reward Penerima

Reward
4  |Penantuan Penerma Reward Daftar Penerima (1440 menit  |Daftar
4 . Feward Panarima
<>"*E Reward
5  |Pembuatan Sertifikal Penerima Reward Dralt Serifikal 30 manit
F
] J::l Draft Sertifikal
6 |Penandatanganan Penerima Reward Sertifikat 30 manit Sarifikal
7 |Pembarian Reward [ Sertifikat 30 menit Serifikat
)
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' KEMENTERIAN
. KESEHATAN
REPUBLIK
‘ INDONESIA

KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
(BTKLPP) KELAS | MAKASSAR

SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM

: BTKLPP-MKS/SOP/TU/083
: 01 Februari 2018

111 Januari 2021

2021

Nomor SOP
Tgl. Pembuatan
Tgl. Revisi

Tgl. Efektif
Disahkan oleh

{glas | Makassar

Ef

N or
Ma ruan, ST. M.Kes
NIP 197001121994031004

NAMA SOP  : PEMBERIAN PUNISHMENT PEGAWAI

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana:

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

2. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode
Etik PNS

3. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal
Pemerintah

5. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS.

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kesehatan.

1. Memahami Peraturan yang berlaku tentang Kepegawaian di Kementerian
Negara/Lembaga

2. Telah mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan dan/atau Sosialisasi tentang
peraturan perundang-undangan terkait Kepegawaian di Kementerian
Negara/Lembaga.

3. Selalu mengikuti perkembangan terbaru yang terjadi di masyarakat baik
dalam hal ilmu pengetahuan maupun kejadian lainnya

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan :

SOP Pemberian Reward Pegawai

1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang terkait

2. Bahan masukan dari Biro Perencanaan dan Inspektorat Jenderal

3. Seperangkat komputer yang dilengkapi program microsoft office dan wifi
4. LCD

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila SOP Pemberian Penghargaan ini tidak terlaksana maka pemberian punishment
tidak akan tepat.

Laporan dicatat pada buku laporan patroli
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SOP PEMBERIAN PUNISHMENT PEGAWAI

Mutu Baku

No Aktivitas

Kepala BTKLPP | Kasubag | Subkoordinator Analis Beciisi

Kelas | Makassar TU SE/ADKL/PTL | Kepegawaian 9 Kelengkapan Waktu Output
1 |Evaluasi Pelanggaran Disiplin Pegawai Dokumen 60 menit Dokumen
2 |Pemanggilan Pegawai Yang Terindikasi I T Nota Dinas 240 menit Nota Dinas

Melanggar Disiplin Pegawai t 7 t 7 C;j
3 |Pembuatan BAP BAP 60 menit BAP
4 |Keputusan Pemberian Punishment SK 60 menit SK
Tidak "i l
Ya

5 |Penetapan Punishment Yang Sesuai SK 60 menit SK
6 [Pemberian Punishment SK 30 menit SK
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' KEMENTERIAN
. KESEHATAN

REPUBLIK
‘ INDONESIA

KEMENTERIAN KESEHATAN RI

DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

(BTKLPP) KELAS | MAKASSAR

SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM

Nomor SOP : BTKLPP-MKS/SOP/TU/085
Tgl. Pembuatan : 11 Januari 2021

Tgl. Revisi : 08 Februari 2021

Tgl. Efektif : 08 Februari 2021

Disahkan oleh

di

NIP 197001 121994031-0021

NAMA SOP : Mutasi Pegawai

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana:

1. Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia No 11 Tahun 2017

2. Peraturan Badan Kepegawaian Negara No 5 Tahun 2019

1. Pimpinan
2. Ka.Subbag ADUM
3. Sub Koordinator

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan :

1. Data Kepegawaian
2. ATK, Komputer, dan Program Pendukung Lainnya

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

1. Apabila SOP tidak dilaksanakan, maka dikhawatirkan pelaksanaan kegiatan tidak

berjalan dengan baik

Disimpan dalam bentuk elektronik dan manual
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MUTASI PEGAWAI

Pelaksanaan Mutu Baku
Kepala
No. Aktivitas Kasubag Sub Ketua Waktu / Ket
FIHL R ADUM | Koordinator | Pokja Kelengkapan | @ onit Ouitput
Makassar
Pimpinan menginstruksikan untuk
1 |melaksanakan pertemuan Disposisi 15  |Instruksi
penentuan mutasi internal pegawai
5 Pokja menyusun jadwal dan draft ¥ ATK Komputer, 30 |surat undangan
surat undangan pertemuan i kalender agenda
- - T
3 Msnaitin SOt Unf:!angan_ ; Surat undangan 15  |surat undangan
pertemuan ke masing masing seksi -
Rapat penentuan pegawai yang -__ ;
4 |akan dilakukan mutasi _-—_”"-"—'_'—- St hiadir 120 (laporan
5 |Motulensi Rapat ﬁ draft notulensi 120 |laporan
|
6 [Penyusunan SK Mutasi * draft SK 120 |SK
7 |Penandatanganan SK Mutasi SK 5 SK
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' KEMENTERIAN
. KESEHATAN

REPUBLIK
‘ INDONESIA

KEMENTERIAN KESEHATAN RI

DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

(BTKLPP) KELAS | MAKASSAR

SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM

Nomor SOP : BTKLPP-MKS/SOP/TU/086
Tgl. Pembuatan : 11 Januari 2021

Tgl. Revisi : 08 Februari 2021

Tgl. Efektif 8-Fe
Disahkan oleh

NAMA SOP : Analisis Beban Kerja

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 11 Tahun 2017
2. Peraturan Badan Kepegawaian Negara No 5 Tahun 2019

1. Pimpinan
2. Ka.Subbag ADUM
3. Sub Koordinator

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan :

1. ABK per substansi/seksi
2. ATK, Komputer, dan Program Pendukung Lainnya

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

1. Apabila SOP tidak dilaksanakan, maka dikhawatirkan pelaksanaan kegiatan tidak

berjalan dengan baik

Disimpan dalam bentuk elektronik dan manual
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Analisis Beban Kerja

Pelaksanaan Mutu Baku
Kepala
No. Aktivitas Ka.Subbag Sub Ketua Waktu / Ket
BTKLPP Kelengkapan Output
ADUM Koordinator | Pokja g menit P
Makassar
Pimpinan menginstruksikan untuk
1 |melaksanakan pertemuan Disposisi 15  |Instruksi
Penyusunan ABK
5 Pokja menyusun jadwal dan draft ATK Komputer, 30 surat
surat undangan pertemuan }'- kalender agenda undangan
|
s e - - suaturcangan | 15 [N
Rapal penentuan ABK per :
4 |substansi/seksi - _.—_“-——' datiar han Tl |apien
5 |MNotulensi Rapat * draft notulensi 120 [laporan
6 |Penyusunan Laporan * draft laporan 120 |laporan
L1 r s
7 Egr;{andatanganan Hasil penyusunan Laporan 5 laporan
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Nomor SOP : BTKLPP-MKS/SOP/TU/087
' KEMENTERIAN Tgl. Pembuatan : 11 Januari 2021
e Tgl. Revisi : 08 Februari 2021
.~ INDONESIA Tgl. Efektif - 08 Februari 2021
Disahkan oleh :

KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
(BTKLPP) KELAS | MAKASSAR

SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM

NAMA SOP : Training Need Analysis

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 11 Tahun 2017 Unit Pelaksana

Lingkungan dan Pengendalian Penyakit.

1. Pimpinan
2. Ka.Subbag ADUM
3. Sub Koordinator

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan :

1. Data pelatihan
2. ATK, Komputer dan program pendukung lainnya

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila SOP tidak dilaksanakan, maka dikhawatirkan pelaksanaan kegiatan tidak berjalan
dengan baik

Disimpan dalam bentuk elektronik dan manual
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Training Need Analisis

Pelaksanaan Mutu Baku
Kepala
No. Aktivitas Ka.Subbag Sub Ketua Waktu / Ket
BTKLPP Kelengkapan Output
ADUM | Koordinator | Pokja gkap menit v
Makassar
FPimpinan menginstruksikan untuk
1 |melaksanakan pertemuan Disposisi 15  |Instruksi
penentuan penyusunan THNA
2 Pokja menyusun jadwal dan draft ATK Komputer, 30 surat
surat undangan pertemuan - kalender agenda undangan
” ;:fﬂ.:ﬂf :cj;a:nl;:ﬁ-.agngwaazing seksi &__- Sumungangan: | 19 iﬁf:ﬂ;ngan
Rapat penentuan TNA masing .
4 i el -————-—___-,__ daftar hadir 120 |laporan
5 |Motulensi Rapat draft notulensi 120 |laporan
6 |Penyusunan TNA per seksi /laporan draft TNA 120 |laporan
7 |Laporan TNA Laporan 5 laporan
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